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Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Penerimaan Pajak Bumi Dan 
Bangunan Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten 

Sinjai Periode Tahun 2016-2020 
 

A. MUHAMAD AULLIA AKBAR 

HERAWATI DAHLAN 

 

ABSTRAK 

Penelitiani inii bertujuani untuki mengetahuii bagaimana Menganalisis 
Efektivitasi Dan Kontribusii Penerimaani Pajaki Bumii dani Bangunani 
Pada BAPENDA Kabupaten Sinjai. Penelitiani inii menggunakani 
pendekatani analisisi datai kuantitatifi dani jenisi penelitiani inii jikai 
ditinjaui darii tujuani dani sifatnyai adalahi studii deskriptif. 

Hasili darii penelitiani inii menunjukani bahwa; (1) Efektivitasi penerimaan 
pajaki bumii dani bangunani pada BAPENDA Kabupaten Sinjai mengalami 
fluktuasi selama periode tahun 2016-2020. Yang dimana pada tahun 2016 
memiliki persentase mencapai 114.49% yang dikategorikan sangat efektif 
karena tingkat efektivitasnya berada pada tingkat di atas 100%. Namun 
pada tahuni selanjutnyai mengalamii penurunani yaitui padai tahuni 2017i 
yang memiliki persentase 109.55% tetapii masihi dalami kategorii sangati 
efektif karena tingkat efektivitasnya berada pada tingkat di atas 100%. 
Pada tahun 2018 persentasenya tetap atau sama seperti tahun 
sebelumnya yaitu 109.55% yang dikategorikan sangat efektif karena 
tingkat efektivitasnya berada pada tingkat di atas 100%. Kemudian pada 
tahun 2019 kembali mengalami penurunan yang memiliki persentase 
107.2% tetapii masihi dalami kategorii sangati efektifi karenai tingkat 
efektivitasnya berada pada tingkat di atas 100%. Dan pada tahun 2020 
mengalami penurunan dimana persentasenya sebesar 103.05% namun 
masih dalam kategori sangat efektif karena tingkat efektivitasnya berada 
pada tingkat di atas 100%. (2) Kontribusi penerimaan pajak bumi dan 
bangunan pada BAPENDA Kabupaten Sinjai mengalami fluktuasi selama 
periode tahun 2016-2020. Yang dimana pada tahun 2016 memiliki 
persentase mencapai 5.63% yang dikategorikan sangat kurang. Namun 
pada tahun 2017 mengalami penurunan yang memiliki persentase 
sebesar 5.42%. Pada tahun 2018 kembali mengalami penurunan yang 
dimana persentasnya sebesar 4.62%. Kemudian pada tahun 2019 
mengalami kenaikan yang memiliki persentase mencapai 4.81%. Dan 
pada tahun 2020 kembali mengalami kenaikan yang memiliki persentase 
mencapai 4.88%. 

 

Kata kunci; Efektifitas, Kontribusi, Pajak Bumi dan Bangunan, BAPENDA 
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Analysis of the Effectiveness and Contribution of Land and Building 
Tax Revenues in Increasing the Original Regional Revenue of Sinjai 

Regency for the 2016-2020 Period 
 

A. MUHAMAD AULLIA AKBAR 
HERAWATI DAHLAN 

 

ABSTRACT 

This study aims to determine how to analyze the effectiveness and 
contribution of land and building tax revenue at BAPENDA Sinjai Regency. 
This study uses a quantitative data analysis approach and this type of 
research when viewed from its purpose and nature is a descriptive study. 

The results of this study indicate that; (1) The effectiveness of land and 
building tax revenue at BAPENDA Sinjai Regency has fluctuated during 
the 2016-2020 period. Which in 2016 has a percentage of 114.49% which 
is categorized as very effective because the level of effectiveness is at a 
level above 100%. However, in the following year it decreased, namely in 
2017 which had a percentage of 109.55% but it was still in the very 
effective category because the level of effectiveness was at a level above 
100%. In 2018 the percentage was fixed or the same as the previous year, 
namely 109.55% which was categorized as very effective because the 
level of effectiveness was at a level above 100%. Then in 2019 it 
experienced another decline which had a percentage of 107.2% but it is 
still in the very effective category because the level of effectiveness is at a 
level above 100%. And in 2020 it has decreased where the percentage is 
103.05% but it is still in the very effective category because the level of 
effectiveness is at a level above 100%. (2) The contribution of land and 
building tax revenue to BAPENDA Sinjai Regency has fluctuated during 
the 2016-2020 period. Which in 2016 has a percentage reaching 5.63% 
which is categorized as very low. However, in 2017 it experienced a 
decline which had a percentage of 5.42%. In 2018, it experienced a 
decline again, where the percentage was 4.62%. Then in 2019 it has 
increased which has a percentage of reaching 4.81%. And in 2020 it has 
again increased which has a percentage of reaching 4.88%. 

 

Keywords; Effectiveness, Contribution, Land and Building Tax, BAPENDA 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Dalami strukturi perpajakan nasional, Indonesiai banyaki menerima 

penerimaani darii berbagaii sektor, baik migas maupun nonmigas 

(misalnya penerimaan dari pajak, distribusi, hibah, dll). Kedua sektor ini 

memiliki peran strategis yangi sangati penting, karena merupakani 

komponeni terbesari dan sumberi utamai pendapatan dalami negerii 

untuki mendukung pengelolaan dan pembiayaani pemerintah bagi 

pembangunani nasional. Olehi karenai itu, peran serta aktifi seluruhi 

lapisani masyarakati diperlukan untuk memikul bebani pembangunani dan 

bertanggung jawab atasi penyelenggaraan ipembangunan, hal ini 

tercermin dari partisipasi dan gotong royong dalami pembangunani 

nasionali untuki membangun masyarakati yangi adili dani makmur. 

Dalami hali ini, pemerintahi berupaya untuki meningkatkani 

penerimaani darii sektori nonmigas, yang merupakan salah satu cara agar 

pemerintah dapat menggunakani sumberi dayai yangi adai denganii 

seefisieni imungkin. Salah satu penerimaan nonmigas yang dinilai 

mendukung penyediaan dan pembangunan adalah penerimaan sektor 

dari perpajakan. 

Berdasarkan hak pemungutan, di Indonesia perpajakan dibagi 

menjadi dua jenis, yaitu pajaki pusati dani pajaki idaerah. iPajak ipusat 

adalah pajaki yangi dipungut dani dikelola olehi pemerintahi ipusat. 

Sementara itu, pajaki daerahi adalah pajak yang dikumpulkan dan 
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idikelola olehi pemerintahi daerahi (termasuk pemerintah iprovinsi, 

ikabupaten, iatau ikota) dan iberguna iuntuk mendukung pajak daerah. 

Pajak Daerah Nomori 28i Tahuni 2009i dalami iundang-undang 

tersebuti merupakan sumbangan wajibi kepada daerah yang tunggakan 

wajib pajaknya perorangan atau badan sesuai dengan ketentuan undang-

undang. Dana tersebut digunakan untuk kebutuhan daerah tanpa imbalan 

langsung untuk mencapai sebesar-besarnyai kemakmurani irakyat. Dalami 

Peraturani Daerahi Nomori 08 Pasali 73 Pajaki Daerahi tahun 2012, 

pengertiani bangunani meliputi jalani lingkungan, jalani tol, kolami renang, 

pagari imewah, itempat olahi iraga, galangani kapal, idermaga, itaman 

imewah, perumahan atau ikilang, iair idan igas, ipipa idan imenara 

iminyak. 

Menurut Warren (2014) efektivitas yaitui suatui keadaani yangi 

imenunjukkan isejauh imana irencana idapat itercapaii. iiEfektivitas 

idipakai iuntuk imenghitung ihubungan iantara ijumlah ipengutan isuatu 

ipajak dengani itujuan iatau itarget iyang itelah iditetapkan. Efektivitas 

idapat ipula idikatakan isebagai ipengukuran ikeberhasilan idalam 

imencapai itujuan-tujuan iyang itelah iditentukan. Efektivitas iialah isumber 

idaya, i sarana idan iprasarana idalam ijumlah itertentu iyang isecara ipasti 

iditentukan iuntuk ihasil ijumlah isupaya imencapai isejumlah ibarang iatas 

ikegaitian iyang idituju. 

Menurut Mahmudi (2010), iuran digunakan funtuk mengetahui 

sejauh mana pajaksdaerah berkontribusi terhadap PAD. Dalam 
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menentukan pembayaran dapat dilakukan dengan cara membandingkan 

pajak daerah (khususnya pajak bumi dan bangunan) dalam periode 

tertentu dengan pendapatan PAD pada periode tertentu. Semakin besar 

hasilnya maka semakin besar peran pajak daerah terhadap PAD, begitu 

pula sebaliknya jikafrasio terlalu kecil berarti peran pajak daerah terhadap 

PAD juga kecil. 

Salah satu pajak yang dikenakan kepada masyarakat adalah pajak 

bumi dan pajak bangunan. Pajak bumi dan bangunan merupakan sumber 

penerimaan perpajakan yang sangat besar, strategis dan potensial bagi 

pendapatan pemerintah daerah untuk mendanai pembangunan daerah. 

pajak bumi dan bangunan merupakan pajak substantif, dalam arti 

besarnya pajak yang terutang tergantung pada kondisi obyeknya, yaitu 

tanah atau tanah dan atau bangunan. 

Menurut Arisman (2015) pajak bumii dani ibangunan iadalah ipajak 

itidak ilangsung yang penghasilannya idigunakan iuntuk ikepentingan 

imasyarakat. Hasil penerimaan (PBB) tersebut disampaikan ke daerah, 

dan menurut Siahaan (2010), dasar hukum pemungutan PBB di suatu 

daerahi (dalamihali inii daerahi atau ikota) adalah UU No. 30. Keputusan 

Nomori 28 Tahuni 2009 tentangi Pengaturan PBB Pajaki Daerahi 

Kabupateni / Kota, Keputusan Bupati / Walikota tentang Pengaturan PBB, 

menjadi aturan dalam pelaksanaan peraturan daerah terkait (PBB) di 

Daerah atau Kota terkait. Undang-undang tersebut disahkan pada tanggal 

28 Februari 2009 tentang pajak daerahddan retribusi Dewan Perwakilani 

Rakyati Republiki Indonesia. Pajaksbumi dan bangunan yang diatur dalam 
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Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak dan retribusi 

daerah berada di pedesaan dan perkotaan. 

Anggarini dan Puranto (2010) mengemukakan bahwa pendapatan 

daerah termasuk semua pendapatan tunai yang diperoleh melaluii 

irekening ikas ibiasa idaerah iyang meningkatkan penyertaan idana idan 

imerupakan ihak idaerah idalam isatu itahun ianggaran iyang itidak iperlu 

idibayar ikembali ioleh idaerah. Padahali menurut iDatuiii (2012), 

pendapatani idaerah isangat ipenting. Pelaksanaani ipembangunan, 

ikarena idana tersebut menjadi imilik ipemerintah idaerah isendiri, maka 

ipemerintah idaerah memiliki kewenangan ipenuh untuki mengelolai danai 

itersebut. Salahi isatu isumber ipajak idaerah iyang dapat diandalkan 

adalah pendapatan dari dinas perpajakan daerah. 

Sumber pajak daerah yaitu; pertama, pajak daerah (PAD) yang 

terdiri atas bagian-bagian sebagai berikut: (1) Hasil pajak daerah 

merupakan pembayaran wajib atas daerah yang terutang oleh orang atau 

badan, yang diberlakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan 

tetapi belum diperoleh kompensasi langsung digunakan untuk memenuhi 

kebutuhan sebesar-besarnya sebesar-besarnya kemakmuran rakyat di 

daerahnya; (2) Hasil pajak daerah, yaitu daerah yang pajaknya dibayarkan 

untuk biaya jasai atau idiberikan ikepada ipemerintah idaerah itertentu 

iuntuk ikepentingan iperseorangan iatau iperusahaan. (3) Hasil badan 

usaha milik daerah dan hasil pengelolaan aset daerah yaitu hasil 

pendapatan asli daerah yang bersumber dari keuntungan perusahaan 

daerah berupa dana pembangunan daerah dan sebagian anggaran 
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belanja daerah disetorkan ke kas daerah; (4) dan lain-lain pendapatan 

daerah. Jasa hukum berupa jasa giro, penjualan aset tetap daerah, 

pendapatan bunga, selisih kurs rupiah terhadap valuta asing akibat 

penjualan atau pengadaan barang dan jasa daerah, komisi, potongan 

harga dan bentuk jasa hukum lainnya. 

Wardani dan Fadhlia (2017) dalam penelitiannya tentang efektivitas 

penerimaan pajak bumi dan bangunan di pedesaan dan perkotaan serta 

pengaruhnya terhadap wilayah Aceh Besar. Kontribusi perpajakan, 

efektivitas pajak bumi dan bangunan dianalisis. Bangunan perkotaan dan 

pedesaan di wilayah Aceh Besar tumbuh 100,10% setiap tahun, 

sedangkan kontribusi pajak tanah dan konstruksi perkotaan dan pedesaan 

di wilayah Aceh Bechar sangat rendah, terhitung sebesar 2,08%, demikian 

pula Adelina (2013) menganalisis efektivitas dankkontribusi penerimaan 

pajak bumi dancbangunan (PBB) Kabupaten Gresik terhadap pendapatan 

daerah, dikatakan bahwa efektivitas penerimaani ipajak ibumi idan 

ibangunan itahun i2007-2011 isangat iefektif. iDikatakan ibahwa itingkat 

ikontribusi ipajak ibumi idan ibangunan itahun 2007-2011 isangat kurang. 

Berikut ini adalah data-data tentang ipenerimaan ipajak ibumi idan 

ibangunan i (PBB) iserta target dan realisasi ipendapatan iasli idaerah 

(PAD) di Kabupateni Sinjai dalam beberapa tahun: 
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Tabel 1.1 
Data Peningkatan Jumlah Wajib Pajak Aktif dan 

Jumlah Wajib Pajak Tidak Aktif di Kabupaten Sinjai 
Tahun 2016-2020 

 

Tahun 
Jumlah Wajib Pajak 

Tidak Aktif 

Jumlah Wajib Pajak 

Aktif 

2016 233.983 229.079 

2017 237.633 235.019 

2018 239.203 230.672 

2019 237.850 231.515 

2020 241.891 234.102 

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sinjai (2021) 

Dapat dilihat dari tabel di atas dimana jumlah wajib pajak di 

Kabupaten Sinjai mengalami peningkatanpdisetiap tahunnya. Pada tahun 

2016ojumlah wajib pajak sebesar 236.144, pada tahun 2017 jumlah 

SPPTnya mengalami peningkatan sebesar 1,0063% atau 237.633, pada 

tahun 2018 jumlah wajib pajaknyanya kembali mengalami peningkatan 

sebesar 1,0066% atau 239.203, pada tahun 2019 jumlah wajib pajaknya 

meningkat sebesar 1,0025% atau 239.811, dan pada tahun 2020 jumlah 

wajib pajaknya meningkat sebesar 1,0086% atau 241.891. 

Berikut data penerimaan pajak bumi dan bangunan di Kabupaten 

Sinjai tahun 2016-2020 sebagai berikut: 
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Tabel 1.2  
Data Target dan Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten 

Sinjai Tahun 2016-2020 
 

Tahun Target Realisasi 

2016 3.911.594.000,00 4.478.667.978,00 

2017 4.028.941.820,00 4.413.798.092,00 

2018 4.128.941.820,00 4.402.088.550,00 

2019 4.600.000.000,00  4.931.275.081,00 

2020 4.650.000.000,00 4.791.927.716,00 

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sinjai (2021) 

Dapat dilihat dari tabel di atas dimana penerimaan pajak bumi dan 

bangunanuyang dilakukan olehibadan pendapatan daerah di Kabupaten 

Sinjai mengalami peningkatan disetiap tahunnya dan itu menunjukkan 

bahwa pemungutan pajak bumi dan bangunan sudah maksimal, disetiap 

tahun realisasinya selalu melebihi target yang telah ditentukan oleh badan 

pendapatan daerah di Kabupaten Sinjai. Dimana pada tahun 2016 

realisasinya sebesar 4.478.667.978,00 dan targetnya sebesar 

3.911.594.000,00, pada tahun 2017 realisasinya sebesar 

4.413.798.092,00 dan targetnya sebesar 4.028.941.820,00, pada tahun 

2018 penerimaannya mengalami penurunan pada realisasinya namun 

tetap melebihi targetnya, dimana realisasinya sebesar 4.402.088.550,00 

dan tergetnya sebesar 4.128.941.820,00, pada tahun 2019 

penerimaannya mengalami kenaikan yang signifikan dimana realisasinya 
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sebesar 4.931.275.081,00 dan targetnya sebesar 4.600.000.000,00, dan 

pada tahun 2020 penerimaannya kembali mengalami penurunan dimana 

realisasinya sebesar 4.791.927.716,00 dan targetnya sebesar 

4.650.000.000,00. Badan pendapatan daerah selaku perangkat daerah 

yang bertanggungjawab dalam pemungutan pajak bumi dan bangunan 

perluhmengupayakan optimalisasi dalamjpemungutan guna 

memperolehhpendapatan daerah yang cukupibesar. Besar kecilnya 

penerimaan pendapatan pajak bumi dan bangunan tergantungydari 

mekanismenya. 

Efektivitas penerimaan pajak bumi dan bangunan pada BAPENDA 

Kabupaten Sinjai mengalami fluktuasi selama periode tahun 2016-2020. 

Yang dimana pada tahun 2016 memiliki persentase mencapai 114.49% 

yang dikategorikan sangat efektif karena tingkat efektivitasnya berada 

pada tingkat di atas 100%. Namun pada tahun selanjutnya mengalami 

penurunan yaitu pada tahun 2017 yang memiliki persentase 109.55% 

tetapi masih dalam kategori sangat efektif karena tingkat efektivitasnya 

berada pada tingkat di atas 100%. Pada tahun 2018 persentasenya tetap 

atau sama seperti tahun sebelumnya yaitu 109.55% yang dikategorikan 

sangat efektif karena tingkat efektivitasnya berada pada tingkat di atas 

100%. Kemudian pada tahun 2019 kembali mengalami penurunan yang 

memiliki persentase 107.2% tetapi masih dalam kategori sangat efektif 

karena tingkat efektivitasnya berada pada tingkat di atas 100%. Dan pada 

tahun 2020 mengalami penurunan dimana persentasenya sebesar 
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103.05% namun masih dalam kategori sangat efektif karena tingkat 

efektivitasnya berada pada tingkat di atas 100%. 

Turunnya tingkat efektivitas pajak bumi dan bangunan pada tahun 

2016-2018 dikarenakan kurangnya kesadaran masyarakat dalam 

membayar pajak. Faktor lain yaitu kendala dalam penagihan ketika terbit 

objek pajak baru wajib pajak yang bersangkutan tidak berdomisili di 

wilayah Kabupaten Sinjai ada juga sebagian yang sudah terjual namun 

tidak dilaporkan ke pemerintah desa, transaksi jual beli tanah tidak 

dibarengi dengan update data wajib pajak terbarunya selain itu kurangnya 

kordinasi antar developer dengan BAPENDA, harusnya developer ketika 

transaksi melapor ke BAPENDA, akibatnya banyak objek-objek di 

perumahan itu masih atas nama developer tapi sebenarnya sudah terjual 

akhirnya sulit bagi debt collector untuk menagih karena ketika developer 

ditagih dia juga angkat tangan karena sudah terjual. 

Pada tahun 2019 terjadi kenaikan yang cukup signifikan karena 

adanya kebijakan kenaikan minimal PBB dari yang sebelumnya 5.000 

rupiah menjadi 10.000 rupiah dan BAPENDA melakukan pelayanan 

secara langsung sekaligus melakukan sosialisasi kepada masyarakat 

untuk memberikan pehaman tentang pentingnya membayar pajak dan 

melayani pembayaran, kita juga melayani pemutakhiran jadi masyarakat 

yang mau melaporkan objek pajak barunya atau melaporkan 

pemutakhiran data objeknya melalui kegiatan pelayanan itu memberikan 

kemudahan kepada masyarakat, ketika melakukan jual beli tanah harus 



10 
 

 
 

dibarengi dengan update data dan melapor ke pemerintah desa. 

Sedangkan kontribusi penerimaan pajak bumi dan bangunan pada 

BAPENDA Kabupaten Sinjai mengalami fluktuasi selama periode tahun 

2016-2020. Yang dimana pada tahun 2016 memiliki persentase mencapai 

5.63% yang dikategorikan sangat kurang. Namun pada tahun 2017 

mengalami penurunan yang memiliki persentase sebesar 5.42%. Pada 

tahun 2018 kembali mengalami penurunan yang dimana persentasnya 

sebesar 4.62%. Kemudian pada tahun 2019 mengalami kenaikan yang 

memiliki persentase mencapai 4.81%. Dan pada tahun 2020 kembali 

mengalami kenaikan yang memiliki persentase mencapai 4.88%.   

Dalam segi kontribusi PBB mengalami penurunan dan kenaikan, 

hal ini akibat potensi belum tergali dengan baik dan kebijakan yang 

digunakan dalam penetapan target PBB belum dinaikkan karena adanya 

beberapa pertimbangan salah satunya ialah minimnya sumber 

pendapatan masyakat di Kabupaten Sinjai yang notabenenya berprofesi 

sebagi petani dan nelayan. Karena salah satu contohnya ketika dahulu 

seseorang hanya memiliki tanah kosong dan sekarang sudah ada 

bangunan di atas tanah tersebut yang mengakibatkan pemerintah harus 

segera turun ke lapangan agar dapat menilai kembali dan menggali 

potensi. PBB-P2 menempati urutan kedua dalam hal kontribusi terhadap 

pendapatan pajak daerah, yang menjadi pajak daerah tertinggi di 

Kabupaten Sinjai yaitu pajak penerangan jalan. 
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Tabel 1.3  
Data Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

Kabupaten Sinjai Tahun 2016-2020 
 

Tahun Target Realisasi 

2016 
73.155.331.009,00 79.470.988.191,80 

2017 
75.651.008.491,70 81.354.613.100,76 

2018 
92.735.907.773,17 95.272.248.178,82 

2019 
100.579.993.488,41 102.321.438.306,69 

2020 
91.113.058.804,00 98.106.311.240,02 

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sinjai (2021) 

Dapati dilihat idari itabel di atas dimana penerimaan ipajak ibumi 

idan ibangunan iyang idilakukan ioleh ibadan ipendapatan idaerah di 

iKabupaten Sinjai setiap tahunnya mengalami peningkatan. Pada tahun 

2016 realisasinya sebesar 79.470.988.191,80 dan targetnya sebesar 

73.155.331.009,00, pada tahun 2017 realisasinya sebesar 

81.354.613.100,76 dan targetnya sebesar 75.651.008.491,70, pada tahun 

2018 realisasinya sebesar 95.272.248.178,82 dan targetnya sebesar 

92.735.907.773,17, pada tahun 2019 realisasinya 102.321.438.306,69 

dan targetnya sebesar 100.579.993.488,41, dan ditahun 2020 Menteri 
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Keuangan dan Menteri Dalam Negeri menerbitkan Surat Ketetapan 

Bersama (SKB) sehingga dilakukan rasionalisasi terhadap pendapatan 

asli daerah dampak dari Covid-19 dan telah disepakati ada rasionalisasi 

PAD hingga berkurang secara kumulatif 9,30% dari target sebelumnya 

yaitu 100.456.000.000,00 tetapi dampak dari covid-19 ini maka dilakukan 

rasionalisasi hingga turun 9,30% atau menjadi 91.113.058.804,00 dan 

realisasinya sebesar 98.106.311.240,02. 

Berdasarkani ilatar ibelakang itersebut idiatas imaka ipeneliti 

itertarik untuki imengambil judul ipenelitian “Analisis Efektivitas dan 

Kontribusi Penerimaaan Pajak Bumi dan Bangunan dalam 

Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sinjai Periode 

Tahun 2016-2020”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkanhlatar belakangi iyang itelah diuraikan idi atas, imaka 

peneliti dapat merumuskan imasalah pada ipenelitian iini adalah :  

1. Bagaimanai itingkat iefektivitas penerimaan ipajak ibumi idan 

ibangunan terhadap ipendapatan iasli idaerah iKabupaten Sinjai 

periode 2016-2020? 

2. Bagaimanai ikontribusi ipenerimaan ipajak ibumi idan ibangunan 

iterhadap ipendapatan iasli idaerah iKabupaten Sinjai periode 

2016-2020? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasar ipada rumusansmasalah iyang itelah dirumuskan, imaka 

dari itu itujuan penelitian iingin idicapai pada ipenelitian iini ialah: 

1. Untuki imengetahui tingkat iefektivitas ipenerimaan ipajak ibumi 

idan ibangunan iterhadap ipendapatan iasli idaerah iKabupaten 

Sinjai periode 2016-2020. 

2. Untuk mengetahui kontribusi penerimaan pajak bumi dan bangunan 

terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Sinjai periode 2016-

2020. 

1.4 Kegunaan Penelitian 

Adapunxkegunaan penelitian terbagi menjadi dua yaitu skegunaan 

teoritis danfkegunaan praktis. 

1.4.1 Kegunaan Teoritis 

Sebagai sarana mengembangkan pengetahuan dan wawasan atau 

studi banding bagi siapa saja yang akan melakukan penelitian 

selanjutnya yang berkaitan dengan perpajakan serta memperkaya 

hasil penelitian yang membahas tentang analisis kontribusi 

penerimaan pajakebumi dan bangunan terhadap pendapatan asli 

daerah Kabupaten Sinjai. 

1.4.2 Kegunaan Praktis 

Adapun kegunaan praktis dibagi menjadi tiga bagian yaitu : 

1. Bagi Peneliti 
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      Untuk menambah wawasan, serta sarana untuk meningkatkan 

kemampuan dalam menyelesaikan sebuah penelitian dengan 

berbagai metode ilmiah. 

2. BagisBadan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Sinjai 

Sebagai salah satu masukan positif bagi Badan Pendapatan 

Daerah Kabupaten Sinjai demi kemajuan dan kelangsungan hidup 

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sinjai. 

3. Bagi Universitas Fajar 

Dari penelitian ini diharapkanedapat memberikan informasi yang 

akurat mengenai berapa besar iperan ipajak ibumi idan ibangunan 

iidalam imeningkatkan ipembangunan idaerah iKabupaten Sinjai 

sekaligus menjadi referensi bagi mahasiswa Universitas Fajar yang 

akan meneliti terkait kontribusi penerimaae ipajak ibumi idan 

ibangunan iterhadap ipendapatan asliedaerah. 

1.5  Fokus Penelitian 

Adapun pada pembahasan penelitian ini terfokus pada yaitu pajak 

ibumi idan ibangunan (PBB) yang dimana isalah isatu bagian idari ipajak 

daerah atau ipajak kabupaten atau kota.  
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BAB II  

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Pajak 

Pajaki iadalah iiuran iyang harus dibayar ioleh swasta iatau badan 

hukum iwajib ikepada inegara tanpa kompensasi langsung dan digunakan 

untuk kemakmuran rakyat terbesar negara. Pembayaranspajak 

merupakansperwujudan kewajiban negara, idan ijuga merupakan iperan 

iwajib ipajak dalam secara ilangsung dan ibersama-sama imelaksanakan 

kewajibanwperpajakan inegara idan perpajakan ipembangunan inasional. 

Menurut konsep iundang-undang iperpajakan, imembayar ipajak ibukan 

ihanya ikewajiban, itetapi juga ihak isetiap iwarga negarawuntuk 

iberpartisipasi idalam ipembiayaan nasional idan ipembangunan inasional. 

Menurut Soemitro (2011): “Pajaki adalah sumbangan yang 

dibayarkan orang kepada bendahara sesuai dengan hukum (intinya dapat 

diberlakukan). Pelayanan langsungi yangi idapat dibuktikan idan 

idigunakan iuntuk imembayar biaya iumum tidak diterima.” iMenurut 

Feldman (2014) mengatakan: “Perpajakan merupakan prestasi, dipungut 

secara sepihak, harus diatribusikan kepada pemerintah sesuai dengan 

norma yang berlaku umum, tidak ada kontradiksi (ekuivalen), dan hanya 

idigunakan iuntuk imembayar ipengeluaran iumum. 

iDalam iUndang-Undang iNomor 16 iTahun 2009wtentang 

iKetentuan iUmum danwTata iCara iPerpajakan: iPajak iadalah pajak 

iwajib yang harus dibayar ikepada inegara ioleh individu iatau ibadan 

swasta iyang diberlakukan oleh undang-undang. Mereka tidak diberikan 
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kompensasi secara langsung, tetapi digunakan untuk memuaskan 

masyarakat terbesar di negara tersebut. Kebutuhan akan kemakmuran. 

Berdasarkan beberapa teori diatas maka peneliti menyimpulkan 

bahwa pajak merupakan sumbangan yang harus ditegakkan oleh 

perseorangan atau badan, akan tetapi sumbangan tersebut harus 

berdasarkan aturan yang telah ditentukan tanpa adanya kompensasi 

langsung dan digunakan oleh negara untuk kesejahteraan masyarakat. 

2.1.1 Fungsi dan Jenis Pajak 

iAda idua ifungsi ipajak, iyaitu : ( sumber) 

1. Fungsii ibudgetair 

iPajak memberikan kontribusi terbesar bagi anggaran nasional, yaitu 

sekitar 60-70% ipenerimaan ipajak imemenuhi anggaran negara. Olehi 

ikarena iitu, perpajakan imerupakan isalah isatu isumber pendapatan 

negara yang dapat mendanai belanja umum rutin dan belanja 

ipembangunan. 

Contohi: iPenerimaan ipajak isebagai isumber ipenerimaan iAPBN. 

2. Fungsii iMengatur  

Perpajakan merupakan alati untuki mengaturi imasyarakat iatau 

imelaksanakan ikebijakan ipemerintah di ibidang isosial idan iekonomi. 

Berikut ini contohnya: 

a. Memberikani iinsentif ipajak iuntuk imendorong ipeningkatan 

iinvestasi idalam inegeri 

b. Pajaki iyang itinggi dikenakan pada iminuman ikeras iuntuk 

imengurangi ikonsumsi iminuman kera dalam negeri. 
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c. Guna mendorong peningkatan ekspor produk dalam negeri, tarif 

pajak nol diberlakukan atas ekspor. 

iJenis-jenis ipajak idapat dapat di kelompokkan imenjadi itiga, iyaitu 

iberdasarkan: 

1. Berdasarkani Golongani 

Berdasarkani igolongannya, ipajak idapat idikelompokkan imenjadi 

idua, iyaitu: 

a. Pajaki ilangsung merupakan ipajak iyang iharus iditanggung 

isendiri ioleh iWajib iPajak, idan itidak idapat dipotong iatau 

dipungut dari iorang atau pihak ilaini.Pajak iharus ditanggung 

oleh wajib pajak terkait. 

b. Pajaki itidak ilangsung iadalah ipajak iyang idapat idialihkan 

kepada orang lain atau pihak lain. Jika ada aktivitas, peristiwa, 

atau perilaku yang menyebabkan terutang pajak, seperti saat 

pengiriman barang dan jasa, maka pajak tidak langsung dapat 

terjadi. 

Contoh : iPajak iPertambahan iNilai (PPN) adalah pajak ikarena 

nilai tambah barang dan jasa. Baik produsen maupun penjual 

membayar pajak ini, tetapi pajak yang dikenakan kepada 

konsumen bersifat eksplisit atau implisit (termasuk idalam iharga 

ijual). Untuki mengetahui iapakah ipajak tersebut itermasuk 

ipajak ilangsung dan pajak itidak ilangsung, Anda idapat 

melengkapinya idengan imelihat iunsur-unsur iyang iterdapat 
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idalam ikewajiban kepatuhan pajak. Elemen-elemen tersebut 

adalah: 

1) Orang yang bertanggung jawab atas perpajakan adalah 

orang yang harus membayar pajak secara legal formal. 

2) Wajib Pajak adalah orang yang benar-benar imenanggung 

ibeban ipajak iterlebih idahulu. 

3) Wajib Pajaki adalah iorang iyang iharus ditanggung oleh 

iundang-undang. iJika iketiga iunsur itersebut iterdapat ipada 

iseseorang, imaka ipajak iyang iditanggungnya imerupakan 

ipajak ilangsung.  

Tapi iketiga iunsur itersebut terpisah iatau iterdapat ipada ilebih 

idari isatu iorang/satu ipihak, imaka ipajak iyang iditanggungnya 

imerupakan ipajak itidak ilangsung. 

2. iBerdasarkan iSifat 

iBerdasarkan isifatnya, ipajak idapat idikelompokkan imenjadi idua, 

yaitu : 

a. Pajaki isubjektif iadalah sejenis ipajak, dan keadaan pribadi wajib 

pajak menjadi pertimbangan saat menagih. Pajak subyektif 

adalah pajak yang memperhitungkan subjek. 

Contoh: iPPh (pajak penghasilan). iDalam ihal ipajak 

penghasilan, sebagian iwajib ipajak (wajib pajak) adalah orang 

perseorangan. Dengan memperhatikan status pribadii Wajibi 

iPajak (status perkawinan, ijumlah ianak, idan tanggungani 

ilainnya), PPh dikenakan kepada perorangan. Kondisi iwajib 
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ipajak idigunakan iuntuk imenentukan berapa banyak 

ipenghasilan iyang itidak dikenakan pajak. 

b. Pajaki iobjektif iadalah dalam pemungutan ipajak, iyang 

mempertimbangkan iobjek iberupa objek, kondisi, perilaku, idan 

iatau iperistiwa iyang imenyebabkan timbulnya ikewajiban 

perpajakan, dan tidak ada kaitannya dengan keadaan pribadi 

Wajibi iPajak. 

Contoh: PPN (pajaki pertambahani inilai), PPnBm (pajak 

penjualan barang mewah) dan PBB (pajak bumi dan bangunan). 

3. Berdasarkani Lembagai Pemungutannya 

a. Pajaki nasional iadalah pajaki iyang idipungut ioleh ipemerintah 

ipusat. iHasil perpajakan idigunakan iuntuk mendanai kebutuhan 

irumah itangga umum di negarai tersebut. 

b. Pajaki idaerah iadalah ipajak iyang idipungut ioleh ipemerintah 

idaerah, ibaik iitu iTingkat iI i (pajak provinsi) imaupun 

iPemerintah idaerah iTingkat iII (pajak Kabupaten atau Kota). 

iHasil perpajakan digunakan untuk mendanai kebutuhan umum 

tiap daerah. 

Misalnya: pajaki ibumi idan ibangunan, ipajak bahan bakar 

kendaraan, ipajak ibumi idan ibangunan, pajak hiburan, ipajak iklan, pajak 

irokok, ipajak iair ipermukaan, ipajak ihotel, ipajak irestoran, ipajak 

penerangan jalan, pajak properti perkotaan dan pedesaan dan pajak 

bangunan, Pajak atas mineral dan batuan non-logam, pajak dompet koin 
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sarang burung walet, pajak air tanah, pajak parkir, biaya hak atas tanah 

dan bangunan.bangunan. 

2.2 Pajak Daerah 

Pajak Daerah Nomori 28 Tahuni 2009 dalam undang-undang 

tersebut merupakan sumbangan wajib kepada daerah-daerah yang 

tunggakan wajib pajaknya perorangan atau badan sesuai dengan 

ketentuan undang-undang. Dana tersebut digunakan untuk kebutuhan 

daerah tanpa imbalan langsung untuk mencapai isebesar-besarnya 

ikemakmuran irakyat. iDalam iPeraturan Daerah iNomor 08 iPasal 73 

iPajak iDaerah Tahun 2012, ipengertian ibangunan meliputi ijalan 

ilingkungan, ijalan itol, ikolam irenang, ipagar imewah, itempat iolah iraga, 

igalangan ikapal, idermaga, itaman imewah, iperumahan atau ikilang, iair 

idan igas, ipipa idan imenara minyak. 

Menuruti iSiahaan (2010). iSalah isatu itahapan ipenting idalam 

ipemungutan ipajak idaerah iadalah memastikan ibahwa iwajib ipajak 

memenuhi ikewajibannya dengan ibenar. iUntuk itu, Bupati atau pejabat 

kabupaten yang ditunjuk harus memeriksa wajib pajak. 

Berdasarkan UU iNo. 28 Tahuni 2009 jenis-jenis ipajak dapat di 

bagi imenjadi beberapa : 

1. Pajaki Bumi dan Bangunan (PBB). 

Yang menjadi pajak bumi dandbangunan adalah kepemilikan dan/atau 

penguasaan Bumi dan Bangunan. Sedangkan subjek iPBB iadalah 
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iorang pribadifatau ibadan iyang memiliki iBumi idan iBangunan. Tarif 

paling rendah 1% dan paling tinggi adalah 2%. 

Tarif yang berlaku berdasarkan UU No. 28 Tahun 2009 adalah sebesar 

: 

a. Palingi irendah 0,5% idan ipaling itinggi 1% untuk iangkutan iumum, 

iambulans, ipemadam ikebakaran, isosial ikeagamaan, ipemerintah 

atau iTNI atau iPOLRI, idan ikendaraan ilain iyang 

ditetapkansdengan peraturansdaerah. 

b. Paling rendah 0,1% dan paling tinggi 0,2% untuk ialat-alat iberat idan 

ialat-alat ibesar. 

2. Bea Balik Nama Bumi dan Bangunan (BBNKB). 

Yangi imenjadi iobjek bea balik nama iBumi idan Bangunansadalah 

penyerahan kepemilikan Bumi dansBangunan. Sedangkan subjeknya 

adalah orangspribadi atau badan yang dapat menerimaepenyerahan 

iBumi idan iBangunan. iDasar ipengenaan ipajak dari BBNKB iadalah 

inilai ijual Bumi dan Bangunan. 

Tarif BBNKB ditetapkani ipaling itinggi imasing-masing isebagai iberikut: 

a. Penyerahandpertama 20% 

b. Penyerahani ikedua idan iseterusnya : 1% iKhusus iuntuk Bumi dan 

Bangunan, ialat-alat iberat, idan ialat-alat ibesar ditetapkan palin 

tinggi masing-masing sebagai berikut : 

3. Pajak bahan bakar Bumi dan Bangunan (PBBKB). 

Yangi menjadidobjeknya adalahi bahan bakar iBumi idan iBangunan 

yang disediakansatau dianggap digunakan untuk Bumi dan Bangunan 
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termasuk bahan bakar yangddigunakan untuk kendaraan diair. 

Sedangkan, subjek PBBKB adalah konsumen bahan bakar Bumi dan 

Bangunan tarif paling tinggi sebesar 10%. Khusus untuk BBM 

kendaraangumum dapat ditetapkand50% lebih rendah dari tarif 

tertinggi. 

4. Pajak air permukaan (PAP). 

Yang menjadi objek pajak adalahdpengambilan idan/atau pamanfaatan 

airi ipermukaan. Sedangkan, subjek iPAP iadalah iorang ipribadi iatau 

ibadan iyang dapatsmelakukanspengambilan idan ataudpemanfaatan 

iair ipermukaan. Tarif ipaling itinggi isebesar 10% dari idasar 

ipengenaan ipajak (DPP). DPP iadalah nilai perolehan air permukaan. 

5. Pajakdrokok 

Yang menjadi objek adalah konsumsi rokok. Sedangkan, isubjek ipajak 

irokok iadalah ikonsumen irokok. Tarif iditetapkan isebesar 10% idari 

idasar ipengenaan ipajak (DPP). iDPP iadalah isebesar cukai yang 

diterapkan pemerintah. 

Berdasarkan teori idi atas ipeneliti imenyimpulkan ibahwa ipajak 

daerah adalah sumbangan yang harus dilakukan ikepada idaerah iyang 

iterhutang ioleh iorang ipribadi iatau ibadan dan ibersifat imemaksa namun 

berlandaskan atas aturan-aturan yang telah ditetapkan dengani itidak 

imendapat iimbalan isecara ilangsung idan dipergunakan iuntuk 

ikeperluan idaerah ibagi ikemakmuran irakyat 
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2.3 Pajak Bumi dan Bangunan 

Menuruti Undang-Undang Nomor 28, 28 iTahun i2009, iPajak iBumi 

idan iBangunan iadalah pajak iyang idikenakan kepada ipemilik properti, 

ipemegang listrik, ipenyewa, idan orang iyang imemperoleh imanfaat idari 

tanah idan ibangunan. iPajak iBumi idan iBangunan imerupakan ipotensi 

iyang iharus direalisasikan untuk imeningkatkan pendapatan asli idaerah, 

karena iobjek ipajak adalah pajak bumi dan bangunan yang dimiliki oleh 

setiap masyarakat. 

Pajak ibumi idan ibangunan iadalah ipajak itidak ilangsung yang 

penghasilannya idigunakan iuntuk ikepentingan imasyarakat. Hasil 

penerimaan PBB tersebut disampaikan kepada kecamatan Arisman 

(2015), dan menurut Siahaan (2010) dasar hukum pemungutan PBB di 

suatu kecamatan (dalam hal ini kabupaten atau kota) adalah Tentang 

Pengaturan Kabupaten atau Kota yang Mengatur PBB Keputusan Pajak 

Daerah Nomor 28 Tahuni 2009, ikeputusan iBupati atau iWalikota itentang 

pengaturan PBB, menjadi aturan dalam pelaksanaan iPeraturan iDaerah 

itentang PBB di idaerah iatau ikota terkait. Undang-undang tersebut 

disahkan pada tanggal 28 Februari 2009 itentang ipajak idaerah idan 

iretribusi Dewan Perwakilan Rakyat iRepublik iIndonesia. iUndang-Undang 

iNomor 28 iTahun 2009 itentang iPajak iDaerah idan Perpajakan iPajak 

iBumi idan iBangunan adalah isektor iperkotaan idan ipedesaan. 

Menurut Labantu (2013) : dasari ihukum ipajak ibumi idan 

ibangunan iadalah isebagai iberikut : 
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1. Undang-undangdPBB iNo. 12 iTahun i1994, PembaruanrUndang-

undang iPBB iNo.f12 iTahun i1985. 

2. Undang-undangfRepublik iIndonesia iNo. 28 iTahun 2009, 

tentanggpajak idaerah idan retribusigdaerah. 

3. Peraturannmenteri ikeuangan RI iNomor: 29/PMK.03/2005 itanggal 23 

iMei i2005, itentang itata icara pembayarangkembali kelebihan 

pembayaran PBB 

4. Undang-undanghPBB iNo. 12 iTahun i1994, PembaruangUndang-

undang iPBB iNo. i12 iTahun i1985. 

5. Undang-undangi Republik iIndonesia iNo. 28 iTahun 2009, 

tentangdpajak idaerah dandretribusi idaerah. 

6. Peraturanfmenteri ikeuangan RI iNomor: 29/PMK.03/2005 itanggal 23 

iMei 2005, itentang itata icara pembayarandkembali kelebihan 

ipembayaran iPBB 

7. Peraturani imenteri ikeuangan RI iNomor: 121/PMK.06/2005 itanggal 5 

iiDesember 2005, itentang itata icara ipemberian iimbalan ibunga iPBB 

ikepada iwajib ipajak. 

8. Suratdedaran dirjen pajakdNomor: SE – 13/PJ.6/200233 April 2002, 

tentangdpengenaan iPBB iatas ijalan itol Tahun 2002 

9. Suratfedaran No. SE – 41/PJ.6/2006 tanggal 27 November 2006, 

tentang pengenaangPBB Tahun 2007. 

10. Suratfedaran dirjen pajak Nomor: SE – 54/PJ.6/200401 Desember 

2004, tentangfpenyesuaian besarnya NJOPTKP dan NPOPTKP 

untukgTahun 2005. 
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Berdasarkan teori di atas peneliti menyimpulkan bahwa pajak bumi 

bangunanxadalah salah satu jenis pajak yamg tidakdlangsung dan 

merupakan sumbangan yang dikenakan kepada pemilik atau penyewa 

yang memperoleh manfaat dari bumi danabangunan dan hasil 

penerimaannya dipergunakan untuk keperluan daerah bagi kemakmuran 

masyarakat. 

2.3.1 Objek dan Subjek Pajak Bumi dan Bangunan 

Mengenai subjek iPajak iBumi idan iBangunan imenurut iQanun 

(hukum islam) iNomor i4 iTahun i2012, jelas ibahwa subjek iPajak iBumi 

idan iBangunan iadalah tanah iyang idimiliki, idikuasai idan iatau 

digunakan ioleh iorang iatau ibadan swasta, iperkebunan, kehutanan, idan 

industri ipertambangan dan atau bangunan. Selanjutnya juga dijelaskan 

apa saja iyang itermasuk idalam ipengertian ibangunan, yaitu: 

a. Jalan yang berdekatan yang terletak di dalam suatu kompleks 

bangunan (seperti hotel, pabrik, dan perumahan), yang merupakan 

bagian tidak terpisahkan dari kompleks tersebut. 

b. Jalandtol 

c. Kolamdrenang 

d. Pagardmewah 

e. Tempatdolahraga 

f. Galangandkapal, dermagad 

g. Tamandmewah 

h. Tempatdpenampungan atau kilang minyak, air dan gas, pipa minyakd 

i. Menarad 
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iUndang-Undang iNomor i28 iTahun i2009 imenjelaskan ibahwa 

isubjek iPajak iBumi idan iBangunan adalah iorang iyang benar-benar 

imemiliki tanah dan atau memperoleh manfaat dari tanah, dan atau 

memiliki, penguasaan atau manfaat dari bangunan tersebut. Oleh karena 

itu wajib pajak diatas menjadi wajib pajak PBB. Dengan demikian, subjek 

pajak dapat berupa pemilik, kuasa, dan penyewa. 

2.3.2 Dasar Pengenaan dan Tarif Pajak Bumi dan Bangunan 

a) iDasar ipengenaan ipajak ibumi idan ibangunan 

Berdasarkan Peratuan Menteri keuangan  iNomor 4 iTahun i2012, 

dasarjpengenaan ipajak bumijdan ibangunan yaitu : 

1. Nilaixjual iobjek ipajak (NJOP) 

2. iBesarnya iNJOP iditetapkan isetiap tigaytahun, ibesarnya 

NJOP iditetapkanudengan iperaturan ibupati 

3. Besarnyai iNilai iJual iObjek iPajak iTidak iKena iPajak 

(NJOPTKP) iditetapkan isebesar Rp. 10.000.000 unutuk 

isetiap iwajib ipajak. 

Berdasarkani Surat iKeputusan iBersama iMenteri iDalam iNegeri 

idan iMenteri iKeuangan iNomor 119/2813/SJ dan Nomor 

177/KMK.07/2020 tentang percepatan penyesuaian anggaran pendapatan 

dan belanja daerah tahun 2020 dalam rangka penanganan Corona Virus 

Disease 2019 (Covid-19), serta pengamanan daya beli masyarakat dan 

perekonomian nasional, yaitu : 

a. Penyesuaian pendapatan transfer ke daerah dan dana desa 

berdasarkan rincian alokasi transfer ke daerah dan dana 
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desa yang ditetapkan dalam peraturan menteri keuangan; 

dan 

b. Penyesuaian pendapatan asli daerah dengan 

memperhitungkan potensi pajak daerah dan retribusi daerah 

di masing-masing provinsi dan kabupaten atau kota serta 

memperhatikan perkiraan asumsi makro, seperti 

pertumbuhan rasio perpajakan daerah, pertumbuhan 

ekonomi, dan tingkat inflasi 2020 yang dapat mempengaruhi 

target pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah 

sebagai akibat dari menurunnya kegiatan perekonomian. 

 

  

b) Tarif pajak bumi dan bangunan 

Tarif pajakhbumi dan bangunanyditetapkan berdasarkaniQanun (hukum 

islam) Nomor 4 Tahun 2012 : 

1. NJOP sampai dengan Rp. 1.000.000.000tdikenakan tarif 

pajakusebesar 0,10% 

2. NJOP diatas Rp. 1.000.000.000 dikenakanttariff pajak 

sebesar 0,20% 

3. Apabila pembangunan tanah dan atau rumah digunakan 

untuk lingkungan dan atau bangunan atau lingkungan yang 

merupakan cagar budaya, maka 50% dapat dipotong dari 

bea cukai atas tanah dan bangunan. 
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2.3.3 Manfaat Pengalihan  Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea 

Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan 

Melalui transfer ini, seluruh pendapatan dari Pajak Bumi dan 

Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan 

(BPHTB) akan dialokasikan kepada pemerintah kabupaten atau kota, 

sehingga diharapkan dapat meningkatkan pendapatan asli daerah. Jika 

PBB dikelola oleh pemerintah pusat, pemerintah kabupaten atau kota 

hanya mendapat bagian 64,8%, sedangkan BPHTB hanya mendapat 

bagian 64%. Setelah transfer, semua pendapatan dari PBB dan BPHTB 

departemen akan ditransfer ke departemen keuangan pemerintah daerah. 

2.4 Pendapatan Asli Daerah  

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, pendapatan 

daerah mengacu pada pendapatan daerah yang dipungut oleh daerah 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berasal 

dari pajak daerah, remunerasi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah 

tersendiri dan pendapatan asli lainnya. Bidang hukum. Menurut Nurcholis 

(2012) pajak daerah adalah penerimaan yang diperoleh setiap daerah dari 

pajak daerah, pajak daerah, laba perusahaan daerah, dan pendapatan 

legal lainnya. 

Berdasarkan teori di atas, peneliti menyimpulkan bahwa pajak 

daerah mengacu pada pendapatan yang diperoleh daerah dari pajak 

daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan daerah, seperti 

remunerasi daerah, keuntungan perusahaan dan pendapatan legal 

lainnya. Pendapatan lokal meliputi: 
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1. Hasilzpajak daerah. 

2. Hasilzretribusi daerah. 

3. Hasilspengelolaan kekayaansdaerah yang dipisahkan. 

4. Lain-lainspendapatan aslisdaerah yang sah. 

5. Danasperimbangan. 
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2.5  Efektivitas dan Rumus Efektivitas 

Efektivitasi ipajak idaerah isendiri imerupakan ipenilaian ikinerja 

ipemungutan ipajak idaerah iyang idilakukan ioleh iBadan Pendapatan 

iDaerah iselama isatu itahun ianggaran, iapakah isudah iefektif iataupun 

ibelum iyang idapat idilihat idari iprosentase ipenerimaan ipajak idaerah 

iyang idirealisasikan idibandingkan idengan itarget iyang itelah 

iditetapkan, isedangkan ikontribusi ipajak idaerah isendiri imerupakan 

itingkat isumbangan ipajak idaerah iterhadap ipenerimaan iasli idaerah 

iyang idapat idiketahui idari imembandingkan ipenerimaan ipajak idengan 

ikeseluruhan ipendapatan iasli idaerah idalam isatu itahun ianggaran. 

Menurut Warren (2014). Efektivitas yaitui isuatu ikeadaan iyang 

menunjukkan isejauh imana irencana idapat itercapai. iEfektivitas idipakai 

iuntuk imenghitung ihubungan iantara ijumlah ipengutan isuatu ipajak 

idengan itujuan iatau itarget iyang itelah iditetapkan. 

Efektivitas idapat ipula idikatakan isebagai ipengukuran 

ikeberhasilan idalam imencapai itujuan-tujuan iyang itelah iditentukan. 

Efektivitas iialah isumber idaya, isarana idan iprasarana idalam ijumlah 

itertentu iyang isecara ipasti iditentukan iuntuk ihasil ijumlah isupaya 

imencapai isejumlah ibarang iatas ikegaitian iyang idituju.  

a. Rumus Efektivitas 

Efektivitas dapat diukur dengan rumus sebagai berikut: 

 

 
Sumber : Halim (2004) 

 

𝐄𝐟𝐞𝐤𝐭𝐢𝐯𝐢𝐭𝐚𝐬 𝐏𝐚𝐣𝐚𝐤 =
𝐑𝐞𝐚𝐥𝐢𝐬𝐚𝐬𝐢 𝐏𝐞𝐧𝐞𝐫𝐢𝐦𝐚𝐚𝐧 𝐏𝐚𝐣𝐚𝐤 

𝐓𝐚𝐫𝐠𝐞𝐭 𝐩𝐞𝐧𝐞𝐫𝐢𝐦𝐚𝐚𝐧 𝐏𝐚𝐣𝐚𝐤
 𝐱 𝟏𝟎𝟎% 
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b. Indikator Pengukuran Efektivitas 

Indikator pengukuran efektivitas penilaian rasio 

kontribusilpajak bumi dan bangunan terhadapkpendapatan asli 

daerah berdasarkan pada kriteria klasifikasi penelitian sebelumnya. 

Tabel 2.1 
Interprestasi Kriteria Efektivitas 

 

Persentase Kriteria 

>100% Sangat Efektif 

90-100% Efektif 

80-90% Cukup 

60-80% Kurang Efektif 

<60% Tidak Efektif 

Sumber:  Kepmendagri No.690.900.327 

Berdasarkan tabel Interprestasi Kriteria Efektivitas diatas, dengan 

menggunakankpersentase disertai kriteria sebagaikukurannya. Kita dapat 

melihat bahwa apabila persentase pencapaian berada pada >100% maka 

termasuk dalam kategori sangat efektif, 90-100% termasuk dalam kategori 

efektif, 80-90% termasuk dalam kategori cukup, 60-80% termasuk dalam 

kategori kurang efektif, <60% termasuk dalam kategori tidak efektif. 

2.6 Kontribusi dan Rumus Kontribusi 

Secarai ietimologis, idalam kamus ibesar iBahasa iIndonesia 

(KBBI), ikontribusi idiartikan isebagai isumbangan. iMerujuk ipada imakna 

itersebut, imaka isecara iumum ikita idapat imenjelaskan ibahwa 
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ikontribusi iialah idaya idukung iatau isumbangsih iyang idiberikan ioleh 

isesuatu ihal iyang imemberi iperan iatas itercapainya isesuatu iyang ilebih 

ibaik. 

Menurut Mahmudi (2010) Kontribusi digunakan untuk mengetahui 

sejauh mana kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan PAD. Dalam 

menentukan pembayaran dapat dilakukan dengan cara membandingkan 

pajak daerah (khususnya pajak bumi dan bangunan) dalam periode 

tertentu dengan pendapatan PAD pada periode tertentu. Semakin besar 

hasilnya maka semakin besar peran pajak daerah terhadap PAD, begitu 

pula sebaliknya jika rasio terlalu kecil berarti peran pajak daerah terhadap 

PAD juga kecil. 

Apabila potensi penerimaan pajak bumi dan bangunan semakin 

besar, dan pemerintah daerah dapat meningkatkan target dan realisasi 

pajak bumi dan bangunan sesuai dengan potensi yang sebenarnya, 

sehingga dengan mengoptimalkan sumber pendapatan, maka total 

pendapatan dana perimbangan dapat ditingkatkan. Hal ini dapat 

mengurangi ketergantungan pemerintah daerah pada pemerintah pusat.   

a. Rumus Kontribusi 

Menurut Karina (2016), sumbangan diberikan bersama 

dengan pihak lain untuk sebagian atau kerugian atau kerugian 

kolektif. Rumus kontribusi berikut dapat digunakan untuk 

menghitung kontribusi pajak bumi dan bangunan untuk 

meningkatkan pendapatan daerah: 

 
𝐊𝐨𝐧𝐭𝐫𝐢𝐛𝐮𝐬𝐢 =

𝐑𝐞𝐚𝐥𝐢𝐬𝐚𝐬𝐢 𝐏𝐚𝐣𝐚𝐤

𝐑𝐞𝐚𝐥𝐢𝐬𝐚𝐬𝐢 𝐏𝐀𝐃
 𝐱 𝟏𝟎𝟎% 
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Sumber : Halim (2004) 

b. Indikator Pengukuran Kontribusi 

Indikator pengukuran kontribusi penilaian rasio 

kontribusilpajak bumi dan bangunan terhadapkpendapatan asli 

daerah berdasarkan pada kriteria klasifikasi penelitian sebelumnya.  

Tabel 2.2 
Interprestasi Kriteria Kontribusi 

 

Persentase Kriteria 

0,00% - 10% Sangat Kurang 

10,10% - 20% Kurang 

20,10% - 30% Sedang 

30,10% - 40% Cukup Baik 

40,10% - 50% Baik 

Di atas 50% Sangat Baik 

Sumber:  Kepmendagri No.690.900.327 

Berdasarkan tabel Interprestasi Kriteria Kontribusi diatas, dengan 

menggunakankpersentase disertai kriteria sebagaikukurannya. Kita dapat 

melihat bahwa apabila persentase pencapaian berada pada 0,00%-10% 

makaktermasuk dalam kategori sangat kurang, 10,10%-20% termasuk 

dalam kategori kurang, 20,10%-30% termasuk dalam kategori sedang, 

30,10%-40% termasuk dalam kategori cukup baik, 40,10%-50% termasuk 
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dalamjkategori baik, dan apabilakmelebihi 50% maka termasuk dalam 

kategoriksangat baik. 

2.7 Tujuan Empiris 

Sebagai bahankpertimbangan dalam penelitian ini 

akanldicantumkan beberapa peneliti terdahulu, dapat dilihat di tabel 

berikut: 

Tabel 2.3 Daftar Referensi Peneliti 

No. Nama 

Peneliti 

Judul Hasil penelitian 

1. Rima 

Adelina 

(2013) 

Analisisa 

EfektivitasaDan 

Kontribusi 

Penerimaana 

Pajak Bumi Dan 

Bangunan (PBB) 

Terhadapa 

Pendapatana 

Daerah Di 

Kabupatena 

Gresik 

Tingkatqefektivitas penerimaan 

pajak bumi dan bangunan tahun 

2007-2011 dikatakan sangat 

efektif. Dan tingkat 

kontribusiwpajak bumi dan 

bangunan tahun 2007-2011 

dikatakanwsangat kurang 

2. Raudhatun 

Wardani 

dan Wida 

Fadhlia 

(2017) 

Analisisa 

Efektivitasq 

Penerimaanq 

Pajak Bumi Dan 

Bangunanq 

Perdesaan Dan 

Perkotaan Dan 

Kontribusinyaq 

Terhadapq 

Pendapatan Asli 

Daerah Di 

Kabupaten Aceh 

Efektivitas pajak bumi dan 

bangunan di perdesaan dan 

perkotaan Aceh Besar meningkat 

100,10% setiap tahunnya, 

sedangkan kontribusi pajak bumi 

dan bangunan di perdesaan dan 

perkotaan Aceh Besar sangat 

rendah yaitu sebesar 2,08%. 



35 
 

 
 

Besarq 

3. Nur Riza 

Utiarahman, 

dkk 

(2016) 

Analisisw 

Efektivitas Dan 

Kontribusiw 

Penerimaanw 

Pajak Bumi Dan 

Bangunanw 

Perdesaanw 

Perkotaan (PBB-

P2) Terhadap 

Pendapatan Asli 

Daerah (PAD) 

Kota Tomohon 

Dikatakan bahwa pemerintah 

pusat masih memberlakukan 

pembatalan pajak bumi dan 

bangunan tahun 2011-2012 yang 

diberlakukan pada tahun 2013 dan 

efisiensi meningkat pada tahun 

2014. Jika dikelola oleh 

pemerintah daerah, standar 

tersebut dapat dikatakan sangat 

efektif, dan efisiensinya meningkat 

pada tahun 2015. Pendapatan 

turun. Karena adanya ketimpangan 

antara target yang ditetapkan 

dengan proses ketetapan kembali 

pajak, maka target yang ditetapkan 

kemudian tidak tercapai. 

Kemudian, pembayaran Pajak 

Bumi dan Bangunan mengalami 

penurunan dari tahun 2011 hingga 

2015, hanya meningkat sebesar 

3,3% pada tahun 2013. Saat 

ditetapkan sebagai Pajak Daerah 

pada tahun 2014-2015, 

pembayarannya terus menurun. Di 

antara pendapatan asli daerah, 

pajak bumi dan bangunan 

menempati urutan ketiga 

4. Sumena O. 

Polii (2014) 

Analisiss 

Efektivitas Dan 

Pertumbuhana 

Penerimaans 

Pajak Bumi Dan 

Bangunan Serta 

Kontribusinyas 

Terhadaps 

Pendapatan 

Daerah Di Kota 

Dari tahun 2008 hingga 2012, 

persentase rata-rata yang 

memenuhi standar yang ditetapkan 

adalah 94,87%. Hal ini 

menunjukkan bahwa pengelolaan 

pajak bumi dan bangunan di Kota 

Manado sudah baik dan tepat, 

sedangkan penerimaan dari pajak 

bumi dan bangunan memberikan 

kontribusi yang kecil terhadap 

pendapatan daerah. Kontribusi 
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Manado terbesar terjadi pada tahun 2010 

atau 3,53%, sedangkan terendah 

terjadi pada tahun 2008-2012 yaitu 

terjadi pada tahun 2008 yaitu 

sebesar 2,70%. Pendapatan Kota 

Manado semakin meningkat setiap 

tahunnya. Pada tahun 2009, laju 

pertumbuhan pendapatan daerah 

berada pada angka negatif 4,70% 

yang disebabkan oleh perlambatan 

ekonomi global akibat krisis 

ekonomi global. Pada tahun 2012 

proporsi ini hanya sebesar 

13,28%. Selain itu, penerimaan 

PBB berfluktuasi setiap tahun. 

Pada tahun 2009, pertumbuhan 

pendapatan mencapai 5,01%. 

Pada 2010, pendapatan tumbuh 

pesat, mencapai 21,13%. Pada 

tahun 2011 turun lagi menjadi 

12,64%. Pada 2012, turun lagi 

menjadi 5,73%. 

Sumber : Data diolah (2021) 

2.8 Kerangka Pemikiran 

Pajak daerah merupakanrsalah satu sumberrpenerimaan daerah 

yang paling besar, sehingga penerimaannya mampu menjadi sumber 

pembiayaan pemerintah daerah dan pembangunanhdaerah agar 

kesejahteraan masyarakat mampu mengalami peningkatan. Salah satu 

jenis pajak yang memiliki potensi adalah pajakrbumi dan bangunan. 

Pelaksanaan pemungutan pajak bumi dan bangunan itu sendiri dipungut 

melalui kantor Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA). Analisis terhadap 

penerimaan pajakrbumi dan bangunan pada kantor BAPENDA Kabupaten 

Sinjai perlu dilakukan untukrmengetahui seberapa besarrtingkat efektivitas 
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dan kontribusinya. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini seperti yang 

telah dibahas dipemaparan sebelumnya peneliti ingin memaparkan 

kerangka pemikiran dari penelitian ini. 

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Data diolah (2021) 

Pajak Bumi dan Bangunan 

Kontribusi 

Pendapatan Asli 

Daearah 

BAPENDA 

Kabupaten Sinjai 

Efektivitas 
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BAB III  

METODE PENELITIAN 

3.1 Rancangan Penelitian 

Penelitiani iini imenggunakan imetode deskriftif ikuantitatif adalah 

suatu metode ipenelitian dengan mengkaji suatu kelompok, manusia, 

kondisi, pemikiran saat ini. Dengan menggunakan metode kuantitatif dan 

pendekatan deskriptif, menurut Sugiyono (2014) ipenelitian ideskriptif 

kuantitatif imerupakan ipenelitian inon ihipotesis, isehingga idalam 

tahapannya itidak iperlu imerumuskan ihipotesis. Dengan mengolah data-

data berupa berupa angka maupun tabel yang diperoleh selanjutnya 

ditafsirkan dengan baik untuk melihat kontribusi pajak ibumi idan 

ibangunan dalam imeningkatkan ipenerimaan ipajak ibumi idan 

ibangunan idan ipendapatan iasli idaerah Kabupaten Sinjai periode tahun 

2016-2020. 

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Sebagai bagian dari penelitianfini, peneliti memilih lokasi penelitian 

di BadanfPendapatan DaerahfKabupaten Sinjai, yang berlokasi di Jl. Bulo-

bulo Barat No. 1 Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan. Penelitian ini akan 

dilaksanakan pada bulan Januari sampai Februari 2021 

3.3 Sumber Data 

Data yangydigunakan pada penelitiantini adalah datatsekunder. 

Data Sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari pegawai Badan 
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PendapatantDaerah Kabupaten Sinjai. Jenis data yanghdigunakan berupa 

dataypajak bumi dan bangunan periode 2016-2020. 

3.4 Metode Pengumpulan Data 

Dalami ipenelitian, metodedpengumpulan datagmerupakan faktor 

penting dalam keberhasilanupenelitian. iUntuk imemperoleh idata idan 

iinformasi iyang iberkaitan idenganupenelitian iini idigunakan iteknik 

ipengumpulan idata isebagai iberikut: 

1. Penelitian Perpustakaan 

iMenurut pengantar Setyosari (2012: 20), imetode iini idigunakan iuntuk 

imemperoleh ilandasan idan ikonsep iyang kokoh guna menyelesaikan 

masalah dengan cara imempelajari idan imengumpulkan idata imelalui 

ibuku-buku seperti buku iperpajakan dan iakuntansi. 

2. Penelitian Lapangan 

iPenelitian iini imerupakan ipenelitian iyang idilakukan dengan 

mengumpulkanvdata dan informasihyang diterima secara langsung 

dengan cara:  

a. Wawancara (Interview) 

Sebagaimana yang dikutip dari Sugiyono (2014) wawancara 

digunakangsebagai teknikupengumpulan data dengan 

melakukansstudi pendahuluanhuntuk menemukanhpermasalahan. 

Penelitian menggunakan teknik ini untuk memperoleh data dari 

pegawai badan pendapatan daerah Kabupaten Sinjai. 

b. Pengamatan (Observasi) 
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Sebagaimana yang dikutip dari Nasution dalam Sugiyono (2014) 

yaitutdasar semua ilmu pengetahun, para ilmuan hanya dapat bekerja 

berdasarkangdata, yaitu faktatmengenai duniahkenyataan yang 

diperoleh melalui observasi. Teknik pengumpulan data ini dapat 

digunakantdengan caratmengamati dangmencatat fenomena 

perpajakan selama lima tahun terakhir di Kabupaten Sinjai.  

3.5 Metode Analisis Data 

Penelitian ini merupakan metode penelitian kuantitatif 

menggunakan pendekatan deskriptif yang dimana pengertiannya ialah 

sebuah sistem sudut pandang atau metode observasi yang berusaha 

menjelaskan dan menyajikan situasi pada saatdpenelitian berlangsung. 

Penelitianddeskriptif ini bertujuan untukdmendeskripsikan potensi pajak 

bumi dan bangunandsebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah. 

Menurut Suwerjani (2017) analisis data adalah sebuahhkegiatan untuk 

mengukur, mengurutkan, mengelompokkan, memberi kode dan 

mengkategorikannya sehingga diperoleh suatuhtemuan 

berdasarkanhfokus atau masalah yang inginhdijawab. 

Penelitiand ini melakukan pemeriksaan keabsahan data dengan 

memakai teknik triangulasi karena penelitian ini berusaha membandingkan 

data dengan sistem yang berbeda untuk memperoleh kebenaran dan 

informasi yang tepat terhadap data yang didapat. Untuk mengukur 

besaran dari efektivitasdpajak bumi dan bangunan dalam meningkatkan 

pendapatan asliddaerah dapat digunakan rasio efektivitas sebagai berikut: 
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Sumber: Halim (2014) 

Kriteria klasifikasi rasio efektivitas pajak bumi dan bangunan 

terhadap pendapatanvasli daerah yaitu: 

Tabel 3.1 
Interprestasi Kriteria Efektivitas 

 

Persentase Kriteria 

>100% Sangat Efektif 

90-100% Efektif 

80-90% Cukup 

60-80% Kurang Efektif 

<60% Tidak Efektif 

Sumber:  Kepmendagri No.690.900.327 

Untuk mengukur besaran dari kontribusidpajak bumi dan bangunan 

dalam meningkatkan pendapatan asliddaerah dapat digunakan rasio 

kontribusi sebagai berikut: 

 

 

Sumber: Halim (2014) 

Kriteria klasifikasi rasio kontribusi pajak bumi dan bangunan 

terhadap pendapatanvasli daerah yaitu: 

 
 

𝐊𝐨𝐧𝐭𝐫𝐢𝐛𝐮𝐬𝐢 =
𝐑𝐞𝐚𝐥𝐢𝐬𝐚𝐬𝐢 𝐏𝐚𝐣𝐚𝐤

𝐑𝐞𝐚𝐥𝐢𝐬𝐚𝐬𝐢 𝐏𝐀𝐃
 𝐱 𝟏𝟎𝟎% 

𝐄𝐟𝐞𝐤𝐭𝐢𝐯𝐢𝐭𝐚𝐬 𝐏𝐚𝐣𝐚𝐤 =
𝐑𝐞𝐚𝐥𝐢𝐬𝐚𝐬𝐢 𝐏𝐞𝐧𝐞𝐫𝐢𝐦𝐚𝐚𝐧 𝐏𝐚𝐣𝐚𝐤 

𝐓𝐚𝐫𝐠𝐞𝐭 𝐩𝐞𝐧𝐞𝐫𝐢𝐦𝐚𝐚𝐧 𝐏𝐚𝐣𝐚𝐤
 𝐱 𝟏𝟎𝟎% 
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Tabel 3.2 
Interprestasi Kriteria Kontribusi 

 

Persentase Kriteria 

0,00% - 10% Sangat Kurang 

10,10% - 20% Kurang 

20,10% - 30% Sedang 

30,10% - 40% Cukup Baik 

40,10% - 50% Baik 

Di atas 50% Sangat Baik 

Sumber:  Kepmendagri No.690.900.327 

3.6 Tahapan-Tahapan Penelitian 

Peneliti menyajikan beberapa tahapan-tahapan penelitian yang 

dilakukan dari penyusunan hingga penyajian yaitu sebagai berikut: 

1. Tahapan Pra Lapangan 

Dimana peneliti menyiapkan file dokumen untuk menyimpan data 

yang diperlukan sebagai penunjang penelitian yang akan dibuat, 

serta menyiapkan catatan untuk jawaban-jawaban dari pertanyaan 

yang telah disiapkan sebelumnya. 

2. Tahapan Pekerjaan Lapangan 
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Peneliti meminta file dokumen berupa dataopajak bumi dan 

bangunan dan dataopendapatan asli daerah, serta peneliti juga 

mencatat jawaban dari responden yaitu staf bidang pendapatan asli 

daerah di Kabupaten Sinjai. 

3. Tahapan Analisis 

Setelah file dokumen diterima seperti data pajak bumi 

danobangunan dan dataopendapatan asli daerah, selanjutnya 

peneliti melakukan perhitungan menggunakan rumus rasio 

kontribusi. 

4. Tahapan Penyajian Data 

Tahapan terakhir ini adalah dimana setelah datagpajak bumi dan 

bangunan dan dataspendapatan asligdaerah telah dianalisis 

dengan menggunakan rasio kontribusi, kemudian data disajikan 

dalam bentuk tabel yang menggambarkan tingkat rasio kontribusi 

pajakgbumi dan bangunangterhadap pendapatangasli daerah. 
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BAB IV  

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

4.1.1 Sejarah Umum Badan Pendapatan Daerah 

Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sinjai yang bertempat di 

Jalan Bulo-Bulo Barat berdiri pada tahun 1973. Dan adapun susunan 

pimpinan atau Kepala Dinas Pendapatan Daerah sejak berdirinya hingga 

sekarang adalah : 

1. Pada tahun 1973 s/d 1976 Dispenda dipimpin oleh A. Abd. 

Madjid M, BA,  

2. Tahun 1976 s/d 1980 Dispenda dipimpin oleh Muhiddin Wahab 

B, BA 

3. Tahun 1980 s/d 1983 Dispenda dipimpin oleh Muh. Ali 

4. Tahun 1983 s/d 1986 Dispenda disebut Mapenda (Manual 

Pendapatan Asli Daerah) 

5. Tahun 1986 s/d 1989 Mapenda dipimpin oleh Drs. Rasyid Azis 

6. Tahun 1989 s/d 1991 Mapenda diubah menjadi Kantor 

Dispenda yang disebut dengan Dinas Pendapatan Daerah yang 

dipimpin oleh Drs. Muh. Akib. 

7. Tahun 1991 s/d 1994 Dispenda dipimpin oleh Drs. A. 

Mappirewa Kasim 

8. Tahun 1994 s/d 1998 Dispenda dipimpin oleh M. Jabir Sanusi, 

Ba 
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9. Tahun 1989 s/d 2003 Dispenda dipimpin oleh Drs. Syamsul 

Qamar AR, M.Si 
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10. Tahun 2003 s/d 2005 Dispenda dipimpin oleh Syamsul Rijal 

Amir, S.Sos 

11. Tahun 2005 s/d 2006 Dispenda dipimpin oleh H. Sabirin Yahya, 

S.sos 

12. Tahun 2006 s/d 2013 Dispenda dipimpin oleh Drs. Lukman H. 

Arsal, M.Si 

13. Tahun 2013 Dispenda dipimpin oleh Lukman Mannan, S.Ip., 

M.Si 

14. Tahun 2013 Sampai saat ini Dispenda dipimpin oleh Drs. 

AKBAR, M.Si 

15. Tahun 2016 Dispenda diubah menjadi Bapenda (Badan 

Pendapatan Daerah) 

16. Tahun 2017 sampai tahun 2019 Bapenda dipimpin oleh Lukman 

Fattah, SE, MM 

17. Tahun 2019 sampai sekarang Bapenda dipimpin oleh Asdar 

Amal Dharmawan, SH.,MH 

4.1.2 Gambaran Umum Mengenai BAPENDA Kabupaten Sinjai 

Badan iPendapatan iDaerah iKabupaten iSinjai iadalah imerupakan 

iunsur ipelaksana iPemerintah iDaerah iKabupaten iSinjai iiyang 

imempunyai itugas imelaksanakan ikewenangan iotonomi iDaerah idalam 

ipengelolaan ipendapatan idaerah iKabupaten iSinjai. iKewenangan iyang 

idiberikan ikepada idaerah iakan imembawa ikonsekuensi iterhadap 

ikemampuan idaerah iuntuk imengantisipasi ituntutan imasyarakat iakan 

ipelayanan iyang ilebih ibaik. 
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Berdasarkan Peraturan Bupati Sinjai Nomor 81 Tahun 2016 tentang 

Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata 

Kerja Badan Pendapatan Daerah. 

4.1.3 Visi dan Misi BAPENDA Kabupaten Sinjai 

a.   Visi BAPENDA Kabupaten Sinjai 

Untuki imenghadapi iperkembangan idan ikemajuan izaman 

iyang idemikian icepat idan ipesat, iBadan iPendapatan iDaerah 

iKabupaten. iSinjai itelah imencanangkan ivisi iorganisasi iuntuk 

ikeberadaannya idi imasa isekarang idan imasa iyang iakan idatang. 

iKebutuhan iakan ivisi itersebut imerupakan isesuatu iyang isangat 

imutlak isebagai ipedoman iorganisasi/instansi iuntuk imelangkah 

ijauh ike idepan idan iterus iberkarya iagar itetap ikonsisten idan 

idapat ieksis, iantisipatif, iinovatif idan iproduktif iserta iselalu isiap 

imenyikapi iperkembangan izaman. 

Visii iBadan iPendapatan iDaerah: 

“Terwujudnyai ipeningkatan ipendapatan idaerah, imelalui 

isistem ipengelolaan iyang itransparan idan iakuntabel iserta 

ipelayanan iprima idengan iditunjang iaparatur iyang iprofesional 

idan ibertanggungjawab”. 

b.   Misi BAPENDA Kabupaten Sinjai 

Misi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sinjai adalah 

sebagai berikut : 

1) Peningkatani iSistem iPengelolaan idan iKualitas 

iPelayanan iPendapatan iDaerah. 
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2) Melaksanakani iKegiatan ipemungutan ipendapatan 

idaerah idengan iprinsip profesionalisme, itransparan 

idan ipelayanan iprima. 

3) iPeningkatan koorBadani idengan iinstansi ilain idalam 

perencanaan, pelaksanaan serta ipengendalian 

ipemungutan ipendapatan iDaerah. 

4) Peningkatani ikualitas idan iprofesionalisme iaparat 

idengan imemanfaatkan iteknologi iinformasi idalam 

ikegiatan ipemungutan ipendapatan idaerah. 

c. Tujuan BAPENDA Kabupaten Sinjai 

Tujuani imerupakan iimplementasi iatau ipenjabaran idari imisi 

iyang imerupakan isuatu (apa) iyang iakan idicapai iatau idihasilkan 

ipada ikurun iwaktu itertentu 1 (satu) isampai 5 (lima) itahun 

ikedepan. iBerdasarkan iuraian idiatas, imaka ibadan ipendapatan 

idaerah imenetapkan itujuan iyang iingin idicapai isebagai iberikut : 

1) iMeningkatkan ikualitas idan ikuantitas ilayanan idi 

ibidang ipendapatan idaerah. i 

2) iMengembangkan isuasana ikerja iyang ikondusif, 

ipartisipatif idan iproduktif iguna imemperoleh ikinerja 

ipendapatan idaerah iyang iefektif, iefisien idan 

iakuntabel. 

3) iMeningkatnya ikoor badan idan ihubungan ikerja iantar 

iinstansi idan iunit ikerja ipemerintah, iswasta, imaupun 

ilembaga isosial imasyarakat. 
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4) Meningkatnya upaya-upaya penggalian sumber 

pendapatan daerah yang potensial. 

5)  Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam 

memberikan kontribusi untuk penyelenggaraan 

pemerintah 

6) Meningkatnya penegakan hukum dalam pengelolaan 

pendapatan daerah. 

7) Meningkatnya kualitas  sumber daya manusia manusia 

yang memiliki integritas tinggi dan profesional 

8) Meningkatnya sistem administrasi, monitoring dan 

evaluasi pendapatan daerah. 

4.1.4 Struktur Organisasi BAPENDA Kabupaten Sinjai 

Strukturi iorganisasi iadalah imerupakan isuatu ikerangka iyang 

imemperlihatkan isejumlah itugas-tugas idan ikejadian-kejadian iuntuk 

imencapai itujuan iorganaisasi. iHubungan iantara ifungsi-fungsi 

iwewenang idan itanggung ijawab isetiap ianggota ididalamnya, ibiasanya 

ibekerjasama idengan ibaik iuntuk imencapai itujuan iyang idimaksud. 

Dan iadapun istruktur iorganisasi iBadan iPendapatan iDaerah 

iKabupaten Sinjai, yaitu : 

1) Kepala Badan : Asdar Amal Dharmawan, SH.MH 

2) Sekretaris : Ruslan, S.Sos 

3) Kepala Sub Bagian 

a. Kasubag Program : Abdul Wahid Latif, SE.,MM 

b. Kasubag Keuangan : Syaifullah, SE 
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c. Kasubag Umum & Kepegawaian : Nurhaedah Nur, 

S.Sos 

4) Kepala Bidang dan Kepala Sub Bidangnya 

a. Bidang  Penetapan   dan   Pelayanan  Pajak  Bumi  

dan   BangunanPerdesaan dan Perkotaan: Muh. 

Danial, SE 

a) Sub Bidang Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan 

Pedesaan danPerkotaan: Fatmawati, SS 

b) Sub Bidang Penilaian dan Penetapan: Amran, SE 

c) Sub Bidang Data dan Informasi: Muh. Idris, S.Kom 

b. Bidang Penerimaan dan Pengelolaan Pajak Daerah: 

Amran, S.Sos 

a) Sub Bidang Bagi Hasil Pajak: Bahrun, SE 

b) Sub Bidang Pendataan dan Penetapan Pajak: 

Mappabenteng, S.Ip 

c) Sub Bidang Penagihan Pajak: Anwar, S.Sos 

c. Bidang Penelitian dan Pengembangan Pendapatan:- 

a) Sub Bidang Intesifitasi dan Ekstensifikasi 

Pendapatan: Zaenal Akbar, ST 

b) Sub Bidang Potensi Pendapatan: Wartawati, SE, 

MM 

c) Sub Bidang Perencanaan dan Program 

Pendapatan: Bahri, S.Sos 
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d. Bidang Evaluasi, Pembukuan, dan Pelaporan: Drs. 

Bahtiar 

a) Sub Bidang Evaluasi: Muliati, SE 

b) Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan: Salamad, 

SE 

c) Sub Bidang Pengendalian Pendapatan Daerah:Hj. 

Hasriah, S.Ip, MM 

4.1.5 Tugas dan Tanggung Jawab 

1) Kepala Badan 

Tugas Pokok : 

MembantuppBupati pmelaksanakanpurusanpPemerintahan 

bidangppendapatanpdaerahpyangpmenjadipkewenanganpdaerahpdan

ptugasppembantuanpyangpditugaskanpkepadapPemerintahpDaerah. 

Uraian Tugas : 

1. PerumusanpkebijakanpteknispbidangpPendapatanpAslipDaerahps

esuaipRencanapPembangunanpJangkapMenengahpDaerahpyang 

ditetapkanpPemerintahpDaerah 

2. Perumusanpprogrampdanpbimbinganpteknispsertappengarahanpd

alam pelaksanaan kegiatan pendapatan yang meliputi 

perencanaan, pengendalian dan evaluasi, penelitian dan 

pengembangan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah, 

pendataan, penilaian dan penetapan, penagihan, administrasi 

pembukuan dan pelaporan pajak daerah dan retribusi daerah, serta 

tugas kesekretariatan. 



52 
 
 

 
 

 

3. Pengkoordinasian, pengawasan dan pengendalian, pelaksanaan 

tugas satuan kerja perangkat daerah pengelola Pendapatan Asli 

Daerah. 

4. Evaluasi serta pelaporan penyelenggaraan Pemeintah Daerah 

bidang pendapatan 

5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan 

dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja 

organisasi. 

2) Sekretaris 

Tugas Pokok : 

MembantupKepalapBadanpdalampmengoordinasikanpkegiatanp

memberikanppelayananpadministrasipteknispdanpadministrasippenyu

sunanpprogram, pkeuangan, pumumpdanpkepegawaianpdalam 

lingkuppBadan. 

Uraian Tugas : 

1. PengoordinasianppelaksanaanptugaspdalamplingkunganpBadan 

2. Pengoordinasianppenyusunanpprogrampdanppelaporan 

3. Pengoordinasianppengelolaanpadministrasipkeuangan 

4. Pengoordinasianpurusanpumumpdanpkepegawaian 

5. Pelaksanaanptugas lainpyangpdiberikanpolehpatasanpberkaitan 

denganptugasppokokporganisasipgunapmendukungpkinerjaporgan

isasi. 

3) Sub Bagian Program 

Tugas Pokok : 
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Membantu Sekretaris dalam menyusun program dan laporan 

kineja. 

 

 

Uraian Tugas : 

1. MenyusunprencanapkegiatanpSubpBagian Program  sebagai 

pedomanpdalampmelaksanakanpprogram 

2. Menyusunpstandarpoperasionalpprosedurpdalam pelaksanaan 

kegiatanppadapSubpBagianpProgram 

3. Menyusunprencanapkerjapdanpanggaranpdanpdokumenppelaksan

aanpanggaranpBadan 

4. Menyusunprencanapkinerja, pdokumenpperjanjianpkinerjapBadan 

5. Memfasilitasippenyusunanprencanapkinerja, prencanapaksipdan 

laporanpkinerjapmaing-masingpjabatanpdiplingkunganpBadan 

6. MenyusunplaporanpkinerjapBadanpmeliputiplaporanpbulanan, 

triwulan, psemesterpdanplaporanpkinerjaptahunan, pdan 

7. Melaksanakanptugasplainpyangpdiberikanpolehpatasan berkaitan 

denganptugasppokokporganisasipgunapmendukungpkinerkaporga

nisasi. 

4) Sub Bagian Keuangan 

Tugas Pokok : 

MembantupSekretarispdalampmengelolapadministrasipkeuangan 

Uraian Tugas : 
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1. MenyusunprencanapkegiatanpSubpBagianpKeuanganpsebagaippe

domanpdalampmelaksanakanppengelolaanpadministrasi keuangan 

2. Menyusunpstandarpoperasionalpprosedurpdalamppelaksanaanpke

giatanppadapSubpBagianpKeuangan 

3. MenelitipkelengkapanpSuratpPermintaanpPembayaranpLangsung 

yangpdiajukanpolehpPejabatpPelaksanapTeknispKegiatan, pSurat 

PermintaanpPembayaranpUangpPersediaan, pSuratpPermintaan 

PembayaranpGantipUangpdanpSuratpPermintaanpPembayaran 

TambahpUangpyangpdiajukanpbendaharappengeluaranpsertapme

nyiapkanpSuratpPerintahpMembayar 

4. Melaksanakanppenatausahaanppenerimaanpdanppengeluaranpke

uanganpsertaplaporanppertanggungjawabanpkeuanganpBadan 

5. Menyusunplaporanppelaksanaanppengelolaanpkeuanganpberupap

laporanpbulananpSuratpPertanggungpJawaban, pdanpTahunan 

pAnggaran, pNeracapdanpCatatanpAtaspLaporanpKeuangan 

Badan 

6. Melaksanakanppengawasanpdanppengendalianppembukuan, 

pperhitunganpanggaran,pverifikasipsertapteknisppelaksanaanadmi

nistrasi keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan 

7. Melaksanakanptugasplain yang diberikan oleh atasan 

berkaitandenganptugasppokokporganisasipgunapmendukungpkine

rjaporganisasi. 

5) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 
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Tugas Pokok : 

MembantupSekretarispdalampmelaksanakanpurusanprumahptan

ggapsertapmengelolapadministrasipkepegawaian dan fasilitasi 

rancanganpprodukphukumpdiplingkunganpBadan. 

Uraian Tugas : 

1. MenyusunprencanapkegiatanpSubpBagianpUmumpdanpKepegaw

aianpsebagaippedomanpdalampmelaksanakanpurusanpumumpda

npkepegawaian 

2. Menyusnpstandarpoperasionalpprosedurpdalamppelaksanaan 

kegaiatanppadapSubpBagianpUmumpdanpKepegawaian 

3. MelaksanakanpkegiatanpketatausahaanpdiplingkunganpBadan 

4. Memfasilitasippenyusunanprancanganpprodukphokum 

5. Melaksanakanptugaspkeprotokoleran 

6. Menyusunprencanapkebutuhanpdanpperlengkapanpkantor, 

pdistribusi, ppenggunaanpsertappemeliharaannya 

7. MengelolapadministrasipkepegawaianpdiplingkunganpBadan 

8. Menyusunpperencanaan =pdanppengembanganpSumberpDaya 

ManusiapAparaturpdilingkunganpBadan 

9. Memfasilitasippembuatanpsasaranpkerjappegawaipdan penilaian 

kinerjapbagipAparaturpSipilpNegarapsesuaiptugasppokokpdanpfun

gsipdiplingkuppBadan 

10. Menyusunpdanpmenginventarisirpbarangpassetpdaerahpyangpdik

elolapolehpBadan 
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11. Melakukanpkegiatanppelayananpadministrasipumumpdanppenyaji

anpinformasi 

12. Melaksanakanptugasplainpyangpdiberikanpolehpatasanpberkaitan 

denganptugasppokokporganisasipgunapmendukungpkinerjaporgan

isasi. 

6) Bidang Penetapan dan Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan 

Perdesaan dan Perkotaan 

Tugas Pokok : 

Membantu Kepala Bidang Penetapan dan Pelayanan PBB P2 

dalam merencanakan,melaksanakan,mengevaluasi dan melaporkan 

pelaksanaan tugas Sub Bidang Pelayanan PBB P2. 

Uraian Tugas : 

1. Menyusun rencana kerja Sub Bidang Pelayanan Pajak Bumi dan 

Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 

2. Menyusun standar operasional prosedur dalam pelaksanaan 

kegiatan pada Sub Bidang Pelayanan Pajak Bumi dan Bangnan 

Perdesaan dan Perkotaan 

3. Melakukan pelayanan penerimaan dan pemeriksaan berkas usulan 

mutasi, pembatalan ketetapan, penerbitan baru objek Pajak Bumi 

dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan serta pengembalian 

Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang tidak tertagih diakhir 

tahun pajak 

4. Memfasilitasi pengajuan keberataan dan banding wajib pajak 

sesuai batas kewenangan dan ketentuan perundang-undangan 
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5. Mencocokkan Daftar Setoran Harian dengan potongan Surat 

Pemberitahuan Pajak Terutang yang akan disetorkan oleh 

Koordinator Kolektor, Kolektor dan/atau Wajib Pajak Bumi dan 

Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 

6. Melakukan rekonsiliasi hasil penyetoran Koordinator Kolektor, 

Kolektor dan/atau Wajib berdasarkan Daftar Setoran Harian 

dan/atau potongan Surat Pemberitahuan Pajak terutang dengan 

Sub Bidang Data dan Informasi. 

7. Menginventarisir permasalahan objek dan subjek Pajak Bumi dan 

Bangunan Perdesaan dan Perkotaan berdasarkan laporan dari 

Koordinator kolektor, kolektor dan/atau wajib pajak 

8. Memberikan bimbingan teknis kepada Koordinator kolektor, 

kolektor dan atau wajib tentang mekanisme dan system 

penyetoran, mutasi dan keberatan atas pengenaan Pajak Bumi dan 

Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 

9. Melakukan pembinaan, pengawasan dan bimbingan teknis pada 

Koordinator kolektor, kolektor dan/atau wajib pajak 

10. Melakukan evaluasi dan pelaporan kegiatan Sub Bidang Pelayanan 

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 

11. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan 

dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja 

organisasi. 

a) Sub Bidang Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan 

Pedesaan danPerkotaan 
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Tugas Pokok : 

Membantu Kepala Bidang Penetapan dan Pelayanan 

PBB P2 dalam merencanakan,melaksanakan,mengevaluasi 

dan melaporkan pelaksanaan tugas Sub Bidang Pelayanan 

PBB P2. 

Uraian Tugas : 

1. Menyusun rencana kerja Sub Bidang Pelayanan Pajak 

Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 

2. Menyusun standar operasional prosedur dalam 

pelaksanaan kegiatan pada Sub Bidang Pelayanan Pajak 

Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 

3. Melakukan pelayanan penerimaan dan pemeriksaan berkas 

usulan mutasi, pembatalan ketetapan, penerbitan baru 

objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 

serta pengembalian Surat Pemberitahuan Pajak Terutang 

yang tidak tertagih diakhir tahun pajak 

4. Memfasilitasi pengajuan keberataan dan banding wajib 

pajak sesuai batas kewenangan dan ketentuan perundang-

undangan 

5. Mencocokkan Daftar Setoran Harian dengan potongan 

Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang akan disetorkan 

oleh Koordinator Kolektor, Kolektor dan/atau Wajib Pajak 

Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 
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6. Melakukan rekonsiliasi hasil penyetoran Koordinator 

Kolektor, Kolektor dan/atau Wajib berdasarkan Daftar 

Setoran Harian dan/atau potongan Surat Pemberitahuan 

Pajak terutang dengan Sub Bidang Data dan Informasi. 

7. Menginventarisir permasalahan objek dan subjek Pajak 

Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 

berdasarkan laporan dari Koordinator kolektor, kolektor 

dan/atau wajib pajak 

8. Memberikan bimbingan teknis kepada Koordinator kolektor, 

kolektor dan/ atau wajib tentang mekanisme dan system 

penyetoran, mutasi dan keberatan atas pengenaan Pajak 

Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 

9. Melakukan pembinaan, pengawasan dan bimbingan teknis 

pada Koordinator kolektor, kolektor dan/atau wajib pajak 

10. Melakukan evaluasi dan pelaporan kegiatan Sub Bidang 

Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan 

Perkotaan 

11. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan 

berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung 

kinerja organisasi. 

b) Sub Bidang Penilaian dan Penetapan 

Tugas Pokok : 

Membantu Kepala Bidang Penetapan dan Pelayanan 

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dalam 
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merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan 

pelaksanaan tugas Sub Bidang Penilaian dan Penetapan. 

Uraian Tugas : 

1. Menyusun rencana kerja Sub Bidang penilaian dan 

penetapan 

2. Menyusun standar operasional prosedur dalam 

pelaksanaan kegiatan pada Sub Bidang Penilaian dan 

Penetapan 

3. Menyusun draft Surat Keputusan Kepala Badan akibat 

perubahan data Sistem Informasi Manajemen Objek Pajak 

akibat mutasi, pembatalan ketetapan dan penerbitan Objek 

baru Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 

4. Menyusun rencana target penerimaan pendapatan asli 

daerah dari Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan 

Perkotaan setiap tahun Anggaran 

5. Melakukan penilaian dan penetapan objek dan subjek 

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 

secara massal, individu dan/atau jabatan 

6. Melakukan penilaian dan penetapan atas usulan mutasi 

dan penerbitan objek baru Pajak Bumi dan Bangunan 

Perdesaan dan Perkotaan 

7. Memproses pengajuan keberatan dan banding wajib pajak 

8. Menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan 

ketetapan pajak terutang Pajak Bumi dan Bangunan 
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Perdesaan dan Perkotaan serta menyiapkan bahan 

petunjuk pemecahan masalahnya 

9. Menyiapkan bahan pelaksanaan keputusan menrima atau 

menolak keberatan serta menyiapkan penyelesaian 

permohonan banding 

10. Melakukan monitoring pelaksanaan penagihan dan 

penyetoran termasuk tunggakan wajib retribusi serta 

pemberian sanksi (denda) sesuai ketentuan yang berlaku 

11. Melakukan evaluasi dan penyusunan laporan hasil kegiatan 

sub bidang penilaian dan penatapan; dan 

12. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan 

berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung 

kinerja organisasi. 

c) Sub Bidang Data dan Informasi 

Tugas Pokok : 

Membantu Kepala Bidang Penetapan dan Pelayanan 

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dalam 

merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan 

pelaksanaan tugas Sub Bidang Data dan Informasi. 

Uraian Tugas :  

1. Menyusun rencana kerja Sub Bidang Data dan Informasi 

2. Menyusun standar operasional prosedur dalam 

pelaksanaan kegiatan pada Sub Bidang Data dan Informasi 
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3. Mengerjakan usulan mutasi, pembatalan ketetapan, 

penerbitan baru objek dan subjek Pajak Bumi dan 

Bangunan Perdesaan dan Perkotaan berdasarkan yang 

diterima  dari Sub Bidang Pelayanan Pajak Bumi dan 

Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 

4. Melakukan pemeliharaan dan pemutakhiran basis data 

system Informasi Manajemen Objek Pajak 

5. Melakukan pencetakan surat Pemberitahuan Pajak 

Terutang secara massal 

6. Menerbitkan surat tagih pajak daerah, surat tagih pajak 

daerah kurang bayar, surat tagih pajak daerah kurang 

bayar tambahan, surat teguran, dan surat paksa pajak bumi 

dan bangunan perdesaan dan perkotaan 

7. Mendistribusikan surat pemberitahuan pajak terutang, surat 

tagih pajak daerah, surat tagih pajak daerah kurang bayar, 

surat tagih pajak daerah kurang bayar tambahan, surat 

teguran dan surat paksa pajak bumi dan bangunan 

perdesaan dan perkotaan 

8. Menginventarisir dan menyusun daftar tunggakan surat 

pemberitahuan pajak terutang pajak bumi dan bangunan 

perdesaan dan perkotaan yang tidak tertagih diakhir tahun 

pajak 

9. Menyusun daftar ususlan pengahapusan piutang dan 

cadangan penghapusan piutang di akhir tahun pajak 
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10. Menyusun draft Keputusan Bupati tentang penghapusan 

piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan 

perkotaan yang kadaluarsa penagihan 

11. Melakukan monitoring terhadap kegiatan penagihan pajak 

bumi dan bangunan  perdesaan dan perkotaan oleh 

kolektor 

12. Melakukan kegiatan sosialisasi dan penyuluhan pajak bumi 

dan bangunan perdesaan dan perkotaan 

13. Melakukan evaluasi dan pelaporan hasil kegiatan sub 

bidang data dan informasi 

14. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan 

berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung 

kinerja organisasi. 

7) Bidang Penerimaan dan Pengelolaan Pajak Daerah 

Tugas Pokok : 

Melaksanakan sebagian tugas Badan dalam merencanakan 

operasional, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan pengelolaan 

Pajak Daerah yang meliputi kegiatan pendataan, penilaian dan 

penetapan, penagihan serta pelaporannya. 

Uraian Tugas : 

1. Perumusan program kerja Bidang Penerimaan dan Pengelolaan 

Pajak Daerah. 
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2. Pelaksanakan bimbingan tekhnis dan koordinasi dalam 

pelaksanaan program kerja Bidang Penerimaan dan 

Pengelolaan Pajak Daerah. 

3. Pelaksanakan pengawasan, pembinaan dan pengendalian 

pelaksanaan program kerja kegiatan Bidang Penerimaan dan 

Pengelolaan Pajak Daerah. 

4. Pelaksanakan evaluasi dan pelaporan tugas Bidang 

Penerimaan dan Pengelolaan Pajak Daerah sebagai 

pertanggung jawaban tugas. 

5. Pelaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan 

dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja 

organisasi. 

a) Sub Bidang Bagi Hasil Pajak 

Tugas Pokok : 

Membantu Kepala Bidang Penerimaan dan Pengelolaan 

Pajak Daerah dalam merencanakan, melaksanakan, 

mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas Sub Bidang 

Bagi Hasil Pajak. 

Uraian Tugas : 

1. Menyusun rencana kerja Sub Bidang Bagi Hasil Pajak; 

2. Menyusun standar operasional prosedur dalam 

pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Bagi Hasil Pajak; 

3. Menyusun rencana penerimaan bagi hasil pajak; 
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4. Melakukan pendataan potensi pajak pusat dan pajak 

provinsi yang dibagihasilkan kepada Kabupaten; 

5. Melakukan kerjasama dengan instansi/unit kerja yang 

berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam, dalam 

upaya meningkatkan penerimaan bagi hasil bukan pajak; 

6. Melakukan konsultasi dengan pemerintah provinsi dalam 

upaya peningkatan penerimaan bagi hasil dari pemerintah 

provinsi. 

7. Menyusun rencana penerimaan bagi hasil setiap tahun 

sebagai bahan penyusunan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah; 

8. Melakukan pencatatan penerimaan bagi hasil pajak dan 

bagi hasil bukan pajak sebagai bahan laporan; 

9. Melakukan evaluasi dan menyusun laporan hasil kegiatan 

Sub Bidang Bagi Hasil Pajak;  

10. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan 

berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung 

kinerja organisasi. 

b) Sub Bidang Pendataan dan Penetapan Pajak 

Tugas Pokok : 

Membantu Kepala Bidang Penerimaan dan Pengelolaan 

Pajak daerah dalam merencanakan, melaksanakan, 

mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas Sub Bidang 

Pendataan dan Penetapan pajak. 
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Uraian Tugas : 

1. MenyusunprencanapkerjapSubpBidangpPendataanpdanpP

enetapanpPajak 

2. Menyusunpstandarpoperasionalpprosedurpdalamppelaksan

aanpkegiatanppadapSubpBidangpPendataanpdanpPeneta

panpPajak 

3. Menyusunpdan/ataupmenghimpunpdatappotensippajakpda

erahpsebagaipdasarpperencanaanppenerimaanpkhususpp

ajakpdaerah 

4. Melakukanppemutakhiranpbasispdatappotensippajakpdaer

ahpsecarapberkala 

5. Mencari, 

menghimpunpdanpmengolahpdatapobjekppajakpdaerah 

6. Melakukanpperhitunganpjumlahpjumlahpangsuranpwajibpp

ajakpyang telahpdiptetapkan 

7. Melakukanpujippetikpterhadapppengelolaanppajakpdaerap 

8. Melakukanpbimbinganpteknispdanpsosialisasipkepadapkol

ektorpdanpwajibppajakpdaerah 

9. Melakukanpperhitunganpsertappenetapanppengenaanppaj

akpdaerahpsecarapjabatanpdan/ataupberdasarkanplapora

n/penyampaianpdaripwajibppajak 

10. MenerbitkanpSuratpKetetapanpPajakpDaerah, Surat Tagih 

PajakpDaerah,pSuratpTagihpPajakpDaerahpKurang Bayar, 

SuratpTagihpPajakpDaerahpKurangpBayarpTambahanpser
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tapSuratpTeguranpPajakpDaerah,psertapsystemppembaya

ran/angsurannya 

11. MelakukanppenomoranpterhadappWajibpPajakpDaerah 

12. Mensosialisasikanpprodukpperaturanpdaerahpmaupunppro

dukphokumpdaerahplainnyapmengenaippajakpdaerahpkep

adapmasyarakat 

13. MenginventarisirppermaslahanpPajakpdaerahpsertapmenyi

apkanpbahanppetunjukppemecahanpmasalahnya 

14. Memfasilitasippengajuanpkeberatanpdanpbandingpdipbida

ngppajakpdaerahpsesuaipbataspkewenanganpdanpketentu

anpperaturanpperundang-undangan 

15. Menyusunpbahanppelaksanaanpkeputusanpmenerimapata

upmenolakpkeberatanpsertapmenyiapkanppenyelesaianpp

ermohonanpbanding 

16. Menyusun daftar usulan penghapusan piutang dan daftar 

cadangan usulan penghapusan piutang setiap tahun 

17. Melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan dan 

menyusun laporan hasil kegiatan Sub Bidang Pendataan 

dan Penetapan Pajak 

18. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan 

berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung 

kinerja organisasi 

c) Sub Bidang Penagihan Pajak 

Tugas Pokok : 
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Membantu Kepala Bidang Penerimaan dan Pengelolaan 

Pajak Daerah dalam merencanakan, melaksanakan, 

mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas Sub Bidang 

Data dan Informasi. 

Uraian Tugas : 

1. Menyusun rencana kerja Sub Bidang Penagihan Pajak; 

2. Menyusun standar operasional prosedur dalam 

pelaksanaan kegiatan pada Sub Bidang Penagihan Pajak; 

3. Mendistribusikan Surat Setoran Pajak Daerah, Surat 

Ketetapan Pajak Daerah, Surat Tagih Pajak Daerah, Surat 

Tagih Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Tagih Pajak 

Daerah Kurang Bayar Tambahan serta Surat Teguran 

Pajak Daerah kepada Kolektor; 

4. Menginventarisir dan menyusun daftar tunggakan Pajak 

Daerah yang tidak tertagih di akhir tahun Pajak; 

5. Menyusun daftar usulan penghapusan piutang dan 

cadangan penghapusan piutang di akhir tahun pajak; 

6. Menyusun draft Keputusan Bupati tentang penghapusan 

piutang Pajak Daerah yang kadaluarsa penagihan; 

7. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kolektor 

pajak daerah; 

8. Menyusun dan melakukan penyuluhan tentang pajak 

daerah; 
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9. Melakukan monitoring terhadap pelaksanaan penagihan 

dan penyetoran termasuk tunggakan Wajib Pajak serta 

pemberian sanksi sesuai ketentuan berlaku; 

10. Melakukan penatausahaan penerimaan pajak daerah; 

11. Melakukan evaluasi dan menyusun laporan hasil kegiatan 

Sub Bidang Penagihan Pajak;  

12. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan 

berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung 

kinerja organisasi. 

8) Bidang Penelitian dan Pengembangan Pendapatan 

Tugas Pokok : 

Melaksanakan sebagian tugas Badan dalam merencanakan 

operasional, mengendalikan, mengoordinasikan dan mengevaluasi 

kegiatan Bidang Penelitian dan Pengembangan Pendapatan. 

Uraian Tugas : 

1. PerumusanPprogramPkerja Bidang PenelitianPdan 

Pengembangan Pendapatan 

2. PelaksanaanPbimbinganPteknisPdanPkoordinasiPdalamPpelaksan

aanPprogram kerja Bidang Penelitian dan Pengembangan 

Pendapatan 

3. Pelaksanaan pengawasan,pembinaan dan pengendalian 

pelaksanaan program kerja kegiatan BidangPPenelitianPdan 

PengembanganPPendapatan 
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4. Pelaksanaan evaluasiPdanPpelaporan tugas BidangPPenelitian 

dan PengembanganPPendapatan 

5. PelaksanaanPtugasPlainPyangPdiberikanPolehPatasanPberkaitan

PdenganPtugasPpokokPorganisasiPgunaPmendukungPkinerjaPor

ganisasi. 

a) Sub Bidang Intesifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan 

Tugas Pokok : 

Membantu Kepala Penelitian dan Pengembangan 

Pendapatan dalam merencanakan, merumuskan, 

melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan 

tugas Sub Bidang Intensifikasi dan Ekstensifikasi. 

Uraian Tugas : 

1. MenyusunPrencanaPkerja Sub Bidang Intensifikasi dan 

Ekstensifikasi 

2. MenyusunPStandarPOperasionalPProsedurPdalamPpelaks

anaanPkegiatanPpadaPSub Bidang Intensifikasi dan 

Ekstensifikasi 

3. MenyusunPbesarnyaPrencanaPpendapatanPdaerahPsetia

p tahunPanggaran 

4. MelakukanPpembinaanPteknisPoperasionalPpelaksanaan 

tataPkerjaPdanPtataPhubunganPkerjaPdalamPmengelola 

danPmerumuskanPkegiatanPintensifikasiPdanPekstensifik

asiPsumberPpendapatanPdaerahPdenganPperangkatPdae

rah/unitPkerjaPpengelolaPpendapatanPdaerah 
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5. Melakukan kerjasama dengan perangkat daerah/unit kerja 

pengelola dalam rangka pengembangan dan peningkatan 

sumber pendapatan daerah secara optimal 

6. Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan Perangkat 

Daerah lain di Pemerintah Kabupaten jika berkaitan dengan 

pengelolaan dan pengembangan pendapatan daerah 

7. Melakukan evaluasi dan menyusun laporan 

8. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan 

berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung 

kinerja organisasi 

b) Sub Bidang Potensi Pendapatan 

Tugas Pokok : 

Membantu Kepala Penelitian dan Pengembangan 

Pendapatan dalam merencanakan, merumuskan, 

melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan 

tugas Sub Bidang Potensi Pendapatan. 

Uraian Tugas : 

1. Menyusun rencana kerja Sub Bidang Potensi Pendapatan 

Daerah 

2. Menyusun standar operasional prosedur  dalam 

pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Potensi Pendapatan 

3. Melakukan penyusunan data potensi pajak daerah dan 

retribusi serta pendapatan daerah lainnya sebagai dasar 

perencanaan penerimaan pendapatan daerah 
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4. Melakukan pemutakhiran basis data pajak daerah dan 

retribusi daerah secara berkala dalam rangka penyusunan 

potensi pendapatan 

5. Melakukan uji petik terhadap pengelolaan pajak daerah dan 

retribusi daerah 

6. Menyusun data potensi objek pajak daerah dan retribusi 

daerah serta pendapatan lainnya 

7. Melakukan kerjasama dengan akademisi dalam rangka 

pengkajian dan pengembangan potensi pendapatan daerah 

8. Melakukan perhitungan secara berkala potensi pendapatan 

daerah dan retribusi daerah 

9. Melakukan evaluasi dan pelaporan Sub Bidang Potensi 

Pendapatan 

10. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan 

berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung 

kinerja organisasi 

c) Sub Bidang Perencanaan dan Program Pendapatan 

Tugas Pokok : 

Membantu Kepala Penelitian dan Pengembangan 

Pendapatan dalam merencanakan, melaksanakan, 

mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas Sub Bidang 

Perencanaan dan Program Pendapatan. 

Uraian Tugas : 
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1. Menyusun rencana kerja Sub Bidang Perencanaan dan 

Program Pendapatan 

2. Menyusun standar operasional prosedur dalam 

pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Perencanaan dan 

Program Pendapatan 

3. Menyusun rencana penerimaan pajak daerah dan retribusi 

daerah 

4. Melakukan evaluasi dan menyusun laporan kegiatan Sub 

Bidang Perencanaan dan Program Pendapatan 

5. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan 

berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung 

kinerja organisasi. 

9) Bidang Evaluasi, Pembukuan, dan Pelaporan 

Tugas Pokok : 

Melaksanakan sebagian tugas Badan dalam merencanakan 

operasional, mengendalikan, mengkoordinasikan dan mengevaluasi 

kegiatan Bidang Evaluasi, Pembukuan dan Pelaporan. 

Uraian Tugas : 

1. Perumusan program kerja Bidang Evaluasi Pembukuan dan 

Pelaporan 

2. Pelaksanaan bimbingan teknis dan koordinasi dalam pelaksanaan 

program kerja Bidang Evaluasi Pembukuan dan Pelaporan 
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3. Pelaksanaan pengawasan, pembinaan dan pengendalian 

pelaksanaan program kerja kegiatan Bidang Evaluasi Pembukuan 

dan Pelaporan 

4. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan tugas Bidang Evaluasi 

Pembukuan dan Pelaporan sebagai pertanggungjawaban tugas; 

dan 

5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan 

dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi 

 

 

a) Sub Bidang Evaluasi 

Tugas Pokok : 

Membantu Kepala Bidang Evaluasi, Pembukuan dan 

Pelaporan dalam merencanakan, merumuskan, 

melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan 

tugas Sub Bidang Evaluasi. 

Uraian Tugas : 

1. Menyusun rencana kerja dan program kegiatan sub bidang 

evaluasi 

2. Menyusun standar operasional prosedure dalam 

pelaksanaan kegiatan pada Sub Bidang Evaluasi 

3. Melaksanakan bimbingan teknis kepada Perangkat Daerah 

pengelola pajak daerah dan retribusi daerah dibawah rata-

rata realisasi seharusnya pada bulan berjalan 
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4. Menginventarisasi permasalahan yang berhubungan 

dengan penerimaaan pajak daerah dan retribusi daerah 

serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan 

permasalahannya 

5. Melakukan rapat evaluasi secara berkala dengan seluruh 

Perangkat Daerah/Instansi/Unit Kerja Pengelola 

Pendapatan Daerah 

6. Melakukan evaluasi dan menyusun laporan Sub Bidang 

Evaluasi 

7. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh 

atasan yang berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna 

mendukung kinerja organisasi 

b) Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan 

Tugas Pokok : 

Membantu Kepala Bidang Evaluasi, Pembukuan dan 

Pelaporan dalam merencanakan, merumuskan, 

melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan 

tugas Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan. 

Uraian Tugas : 

1. Menyusun rencana kerja sub bidang Pembukuan dan 

Pelaporan : 

2. Menyusun standar operasional prosedur dalam 

pelaksanaan kegiatan pada sub bidang pembukuan dan 

pelaporan 
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3. Melaksanakan pembukuan penerimaan dan tunggakan 

pajak daerah dan retribusi daerah 

4. Melakukan pencatatan penerimaan dan pengeluaran benda 

berharga secara bulanan,triwulan dan tahunan; 

5. Menyusunlaporan  realisasi penerimaan pajak daerah dan 

retribusi daerah 

6. Melakukan rekonsiliasi penerimaan pajak daerah dan 

retribusi daerah; 

7. Melakukan pembukuan dan pelaporan secara sistematis 

dalam bentuk rekapitulasi hasil penagihan jenis penerimaan 

pajak daerah, retribusi daerah, dan lain-lain pendapatan asli 

daerah yang sah serta Pajak Bumi dan Bangunan dan Bagi 

Hasil 

8. Melakukan pembukuan dan pelaporan mengenai 

tunggakan pajak daerah, retribusi daerah, dan lain-lain 

pendapatan asli daerah yang sah serta Pajak Bumi dan 

Bangunan  

9. Melakukan pencatatan Surat Ketetapan Pajak Daerah dan 

Surat Ketetapan Retribusi Daerah dan surat ketetapan 

lainnya yang telah dibayar lunas 

10. Menyusun laporan realisasi penerimaan pendapatan asli 

daerah dan pendapatan daerah yang sah secara berkala 

setiap bulan setiap sepuluh hari sebagai bahan evaluasi 
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11. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan 

berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung 

kinerja organisasi 

c) Sub Bidang Pengendalian Pendapatan Daerah 

Tugas Pokok : 

Membantu Kepala Bidang Evaluasi, Pembukuan dan 

Pelaporan dalam merencanakan, merumuskan, 

melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan 

tugas Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan. 

Uraian Tugas : 

1. Menyusun rencana kerja Sub Bidang Pengendalian 

Pendapatan 

2. Menyusun standar operasional prosedur dalam 

pelaksanaan kegiatan pada Sub Bidang Pengendalian 

Pendapatan 

3. Melakukan kerjasama dengan Perangkat Daerah dan/atau 

Unit Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam 

hal pengendalian serta pelaksanaan penertiban 

pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah 

4. Melakukan bimbingan teknis kepada perangkat daerah 

dan/unit pengelola pajak daerah dan retribusi daerah. 

5. Melakukan pengkajian dan pengidentifikasian 

permasalahan-permasalahan yang terkait dengan 
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pengelolaan pendapatan asli daerah serta solusi 

pemecahannya 

6. Melakukan penyelesaian terhadap setiap masalah yang 

dihadapi oleh perangkat daerah/ unit pengelola pajak 

daerah dan retribusi daerah 

7. Melakukan sosialisasi kepada wajib pajak dan wajib 

retribusi berkaitan dengan pengelolaan pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah 

8. Melakukan kerjasama dengan Perangkat Daerah/ Instansi/ 

Unit Kerja lain terkait dalam pelaksanaan penertiban 

pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 

9. Melakukan pembinaan pelaksanaan pengawasan dan 

penertiban 

10. Melakukan evaluasi dan menyusun laporan 

11. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan 

dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja 

organisasi. 
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4.2 Hasil Penelitian 

Penelitian ini merupakan metode penelitian kuantitatif 

menggunakan pendekatan deskriptif yang dimana pengertiannya ialah 

sebuah sistem sudut pandang atau metode observasi yang berusaha 

menjelaskan dan menyajikan situasi pada saatdpenelitian berlangsung. 

Penelitianddeskriptif ini bertujuan untukdmendeskripsikan potensi pajak 

bumi dan bangunandsebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah. 

Menurut Suwerjani (2017) analisis data adalah sebuahhkegiatan untuk 

mengukur, mengurutkan, mengelompokkan, memberi kode dan 

mengkategorikannya sehingga diperoleh suatuhtemuan 

berdasarkanhfokus atau masalah yang inginhdijawab.  

Sesuai rancangan penelitian deskriptif kuantitatif, maka penelitian 

ini menggambarkan dan menganalisis efektivitas dan kontribusi 

penerimaan pajak kendaraan bermotor pada BAPENDA Kabupaten Sinjai. 

Penentuan efektivitas dan kontribusi dilakukan secara kuantitatif dengan 

menghitung besar persentasenya dan menilainya dengan menggunakan 

kriteria yang telah ditentukan. 
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4.2.1 Analisis Efektivitas 

Tabel 4.1 

Data Target dan Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten 
Sinjai Periode Tahun 2016-2020 

 

Tahun Target Realisasi 

2016 3.911.594.000,00 4.478.667.978,00 

2017 4.028.941.820,00 4.413.798.092,00 

2018 4.128.941.820,00 4.402.088.550,00 

2019 4.600.000.000,00  4.931.275.081,00 

2020 4.650.000.000,00 4.791.927.716,00 

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sinjai (2021) 

Rumus dari perhitungan efektivitas adalah sebagai berikut  

 

 

Sumber: Halim (2014) 

𝐄𝐟𝐞𝐤𝐭𝐢𝐯𝐢𝐭𝐚𝐬 𝐏𝐁𝐁 =
𝐑𝐞𝐚𝐥𝐢𝐬𝐚𝐬𝐢 𝐏𝐞𝐧𝐞𝐫𝐢𝐦𝐚𝐚𝐧 𝐏𝐚𝐣𝐚𝐤 

𝐓𝐚𝐫𝐠𝐞𝐭 𝐩𝐞𝐧𝐞𝐫𝐢𝐦𝐚𝐚𝐧 𝐏𝐚𝐣𝐚𝐤
 𝐱 𝟏𝟎𝟎% 
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a. Efektivitas PBB Tahun 2016 =
                

                
 x 100% 

= 114.49% 

b. Efektivitas PBB Tahun 2017 =
                

                
 x 100% 

= 109.55% 

c. Efektivitas PBB Tahun 2018 =
                

                
 x 100% 

= 109.55% 

d. Efektivitas PBB Tahun 2019 =
                

                
 x 100% 

= 107.20% 

e. Efektivitas PBB Tahun 2020 =
                

                
 x100% 

= 103.05% 
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Tabel 4.2 
Efektivitas Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten Sinjai 

Periode Tahun 2016-2020 
 

Tahun Target PBB Realisasi PBB Persentase Keterangan 

2016 3.911.594.000,00 4.478.667.978,00 114.49% Sangat Efektif 

2017 4.028.941.820,00 4.413.798.092,00 109.55% Sangat Efektif 

2018 4.128.941.820,00 4.402.088.550,00 109.55% Sangat Efektif 

2019 4.600.000.000,00  4.931.275.081,00 107.20% Sangat Efektif 

2020 4.650.000.000,00 4.791.927.716,00 103.05% Sangat Efektif 

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sinjai, 2021 (data diolah) 

Keterangan diatas berdasarkan klasifikasi kriteria yang digunakan 

untuk menilai efektivitas pajak bumi dan bangunan yaitu: 

Tabel 4.3 
Klasifikasi Kriteria Efektivitas 

 

Persentase Kriteria 

>100% Sangat Efektif 

90-100% Efektif 

80-90% Cukup 

60-80% Kurang Efektif 

<60% Tidak Efektif 

Sumber: Kepmendagri No.690.900.327 
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4.2.2 Analisis Kontribusi 

Tabel 4.4 

Tabel Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten Sinjai 

Periode Tahun 2016-2020 

Tahun Realisasi PBB Realisasi PAD 

2016 4.478.667.978,00 79.470.988.191,80 

2017 4.413.798.092,00 81.354.613.100,76 

2018 4.402.088.550,00 95.272.248.178,82 

2019 4.931.275.081,00 102.321.438.306,69 

2020 4.791.927.716,00 98.106.311.240,02 

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sinjai, 2021 (data diolah) 

Rumus dari perhitungan kontribusi adalah sebagai berikut: 

 

 
 

Sumber : Halim 2014 

a. Kontribusi PBB Tahun 2016 =
                

                 
 x 100% 

= 5.63% 

b. Kontribusi PBB Tahun 2017 =
                

                 
 x 100% 

= 5.42% 

c. Kontribusi PBB Tahun 2018 =
                

                 
 x 100% 

= 4.62% 

𝐊𝐨𝐧𝐭𝐫𝐢𝐛𝐮𝐬𝐢 𝐏𝐁𝐁 =
𝐑𝐞𝐚𝐥𝐢𝐬𝐚𝐬𝐢 𝐏𝐁𝐁

𝐑𝐞𝐚𝐥𝐢𝐬𝐚𝐬𝐢 𝐏𝐀𝐃
 𝐱 𝟏𝟎𝟎% 
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d. Kontribusi PBB Tahun 2019  =
                

                  
 x 100% 

= 4.81% 

e. Kontribusi PBB Tahun 2020 =
                

                 
 x 100% 

= 4.88% 

Tabel 4.5 
Hasil Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten Sinjai 

Periode Tahun 2016-2020 
 

Tahun Realisasi PBB Realisasi PAD Persentase Keterangan 

2016 4.478.667.978,00 79.470.988.191,80 5.63% Sangat Kurang 

2017 4.413.798.092,00 81.354.613.100,76 5.42% Sangat Kurang 

2018 4.402.088.550,00 95.272.248.178,82 4.62% Sangat Kurang 

2019 4.931.275.081,00 102.321.438.306,69 4.81% Sangat Kurang 

2020 4.791.927.716,00 98.106.311.240,02 4.88% Sangat Kurang 

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sinjai, 2021 (data diolah) 
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Keterangan diatas berdasarkan klasifikasi kriteria yang digunakan 

untuk menilai kontribusi pajak bumi dan bangunan yaitu: 

Tabel 4.6 
Klasifikasi Kriteria Kontribusi 

 

Persentase Kriteria 

0,00% - 10% Sangat Kurang 

10,10% - 20% Kurang 

20,10% - 30% Sedang 

30,10% - 40% Cukup Baik 

40,10% - 50% Baik 

>50% Sangat Baik 

Sumber:  Kepmendagri No.690.900.327 

4.3 Pembahasan 

Berikut pembahasan lebih lanjut mengenai analisis efektivitas dan 

kontribusi penerimaan pajak bumi dan bangunan pada Badan Pendapatan 

Daerah (BAPENDA) Kabupaten Sinjai 

4.3.1 Analisis Efektivitas 

Efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya pencapaian tujuan 

suatu organisasi mencapai tujuaannya. Apabila suatu organisasi 

mencapai tujuan maka organisasi tersebut berjalan dengan efektif. 

Indikator efektivitas menggambarkan jangkauan akibat dan dampak 

(outcome) dari keluaran (Output)PprogramPdalamPmencapaiPtujuan 

program. Semakin besar kontribusi output yang dihasilkan terhadap 
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pencapaian tujuan atau sasaran yangPditentukan,Pmaka 

semakinPefektifPkerjaPsuatu unitPorganisasi. 

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Wardani dan Fadhlia 

(2017) dalam penelitiannya tentang efektivitas penerimaan pajak bumi dan 

bangunan di pedesaan dan perkotaan serta pengaruhnya terhadap 

wilayah Aceh Besar. Kontribusi perpajakan, efektivitas pajak bumi dan 

bangunan dianalisis. Bangunan perkotaan dan pedesaan di wilayah Aceh 

Besar tumbuh 100,10% setiap tahun, sedangkan kontribusi pajak tanah 

dan konstruksi perkotaan dan pedesaan di wilayah Aceh Besar sangat 

rendah, terhitung sebesar 2,08%. 

Penelitian yang dilakukan oleh Adelina (2013) menganalisis 

efektivitas dan kontribusi penerimaan pajak bumi dan bangunan (PBB) 

Kabupaten Gresik terhadap pendapatan daerah, dikatakan bahwa 

efektivitas penerimaan pajak bumi dan bangunan tahun 2007-2011 sangat 

efektif. Dikatakan bahwa tingkat kontribusi pajak bumi dan bangunan 

tahun 2007-2011 sangat kurang. 
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Sumber: Data Diolah, 2021 

Berdasarkan tabel grafik di atas efektivitas penerimaan pajak bumi 

dan bangunan pada BAPENDA Kabupaten Sinjai mengalami fluktuasi 

selama periode tahun 2016-2020. Yang dimana pada tahun 2016 memiliki 

persentase mencapai 114.49% yang dikategorikan sangat efektif karena 

tingkat efektivitasnya berada pada tingkat di atas 100%. Namun pada 

tahun selanjutnya mengalami penurunan yaitu pada tahun 2017 yang 

memiliki persentase 109.55% tetapi masih dalam kategori sangat efektif 

karena tingkat efektivitasnya berada pada tingkat di atas 100%. Pada 

tahun 2018 persentasenya tetap atau sama seperti tahun sebelumnya 

yaitu 109.55% yang dikategorikan sangat efektif karena tingkat 

efektivitasnya berada pada tingkat di atas 100%. Kemudian pada tahun 

2019 kembali mengalami penurunan yang memiliki persentase 107.2% 

tetapi masih dalam kategori sangat efektif karena tingkat efektivitasnya 

berada pada tingkat di atas 100%. Dan pada tahun 2020 mengalami 

penurunan dimana persentasenya sebesar 103.05% namun masih dalam 

114.49 

109.55 109.55 
107.2 

103.05 

2016 2017 2018 2019 2020 

Tabel Grafik 4.2 
Efektivitas Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan 
pada BAPENDA Kabupaten Sinjai Tahun 2016-2020 

Persentase
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kategori sangat efektif karena tingkat efektivitasnya berada pada tingkat di 

atas 100%. 

Hasil wawancara dengan salah satu pegawai BAPENDA 

Kabupaten Sinjai yaitu Ibu Fatmawati, SS., MM selaku kasubid pelayanan 

PBB-P2 mengatakan “pada tahun 2016-2018 terjadi penurunan pada 

realisasi yang diakibatkan oleh adanya beberapa faktor, yang paling 

umum adalah kurangnya kesadaran masyarakat untuk membayar pajak 

dan kurangnya pehaman mengenai manfaat, seperti istilah pajak, dari, 

oleh, dan untuk rakyat. Faktor lain yaitu kendala dalam penagihan ketika 

terbit objek pajak baru wajib pajak yang bersangkutan tidak berdomisili di 

wilayah Kabupaten Sinjai ada juga sebagian yang sudah terjual namun 

tidak dilaporkan ke pemerintah desa, transaksi jual beli tanah tidak 

dibarengi dengan update data wajib pajak terbarunya selain itu kurangnya 

kordinasi antar developer dengan BAPENDA, harusnya developer ketika 

transaksi melapor ke BAPENDA, akibatnya banyak objek-objek di 

perumahan itu masih atas nama developer tapi sebenarnya sudah terjual 

akhirnya sulit bagi debt collector untuk menagih karena ketika developer 

ditagih dia juga angkat tangan karena sudah terjual.  

Pada tahun 2019 terjadi kenaikan yang cukup signifikan karena 

adanya kebijakan kenaikan minimal PBB dari yang sebelumnya 5.000 

rupiah menjadi 10.000 rupiah dan BAPENDA melakukan pelayanan 

secara langsung sekaligus melakukan sosialisasi kepada masyarakat 

untuk memberikan pehaman tentang pentingnya membayar pajak dan 

melayani pembayaran, kita juga melayani pemutakhiran jadi masyarakat 
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yang mau melaporkan objek pajak barunya atau melaporkan 

pemutakhiran data objeknya melalui kegiatan pelayanan itu memberikan 

kemudahan kepada masyarakat, ketika melakukan jual beli tanah harus 

dibarengi dengan update data dan melapor ke pemerintah desa. Dan 

pada tahun 2020 kembali mengalami penurunan itu diakibatkan karena 

adanya pandemi yang diperkuat dengan Surat Keputusan Bersama 

Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ dan 

Nomor 177/KMK.07/2020 tentang percepatan penyesuaian anggaran 

pendapatan dan belanja daerah tahun 2020 dalam rangka penanganan 

Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), serta pengamanan daya beli 

masyarakat dan perekonomian nasional, yaitu : 

a. Penyesuaian pendapatan transfer ke daerah dan dana desa 

berdasarkan rincian alokasi transfer ke daerah dan dana 

desa yang ditetapkan dalam peraturan menteri keuangan; 

dan 

b. Penyesuaian pendapatan asli daerah dengan 

memperhitungkan potensi pajak daerah dan retribusi daerah 

di masing-masing provinsi dan kabupaten atau kota serta 

memperhatikan perkiraan asumsi makro, seperti 

pertumbuhan rasio perpajakan daerah, pertumbuhan 

ekonomi, dan tingkat inflasi 2020 yang dapat mempengaruhi 

target pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah 

sebagai akibat dari menurunnya kegiatan perekonomian. 
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Dan adanya pembatasan secara sosial akhirnya kordinasi dengan 

debt collector tidak optimal melalui kunjungan langsung itu yang 

mengakibat realisasinya melampaui target namun tidak signifikan.” 

Penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh 

Wardani dan Fadhlia (2017) dimana penelitian tersebut efektivitas 

penerimaan pajak bumi dan bangunan di pedesaan dan perkotaan serta 

pengaruhnya terhadap wilayah Aceh Besar. Kontribusi perpajakan, 

efektivitas pajak bumi dan bangunan dianalisis. Bangunan perkotaan dan 

pedesaan di wilayah Aceh Besar tumbuh 100,10% setiap tahun, 

sedangkan kontribusi pajak tanah dan konstruksi perkotaan dan pedesaan 

di wilayah Aceh Besar sangat rendah, terhitung sebesar 2,08%.  

Penelitian yang dilakukan oleh Adelina (2013) menganalisis 

efektivitas dan kontribusi penerimaan pajak bumi dan bangunan (PBB) 

Kabupaten Gresik terhadap pendapatan daerah, dikatakan bahwa 

efektivitas penerimaan pajak bumi dan bangunan tahun 2007-2011 sangat 

efektif. Dikatakan bahwa tingkat kontribusi pajak bumi dan bangunan tahun 

2007-2011 sangat kurang, hasil dari penelitian tersebut sejalan dengan 

penelitian yang dilakukan penulis. 

4.3.2 Analisis Kontribusi 

SecaraPetimologis, PdalamPkamusPbesarPBahasaPIndonesia 

(KBBI), PkontribusiPdiartikanPsebagaiPsumbangan. PMerujukPpada 

maknaPtersebut, PmakaPsecaraPumumPkitaPdapatPmenjelaskan bahwa 

kontribusiPialah dayaPdukungPatauPsumbangsihPyangPdiberikanPoleh 
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sesuatuPhalPyangPmemberiPperanPatasPtercapainyaPsesuatuPyang 

lebihPbaik. 

Menurut Mahmudi (2010) Kontribusi digunakan untuk mengetahui 

sejauh mana kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan PAD. Dalam 

menentukan pembayaran dapat dilakukan dengan cara membandingkan 

pajak daerah (khususnya pajak bumi dan bangunan) dalam periode 

tertentu dengan pendapatan PAD pada periode tertentu. Semakin besar 

hasilnya maka semakin besar peran pajak daerah terhadap PAD, begitu 

pula sebaliknya jika rasio terlalu kecil berarti peran pajak daerah terhadap 

PAD juga kecil. 
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Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Wardani dan Fadhlia 

(2017) dalam penelitiannya tentang efektivitas penerimaan pajak bumi dan 

bangunan di pedesaan dan perkotaan serta pengaruhnya terhadap 

wilayah Aceh Besar. Kontribusi perpajakan, efektivitas pajak bumi dan 

bangunan dianalisis. Bangunan perkotaan dan pedesaan di wilayah Aceh 

Besar tumbuh 100,10% setiap tahun, sedangkan kontribusi pajak tanah 

dan konstruksi perkotaan dan pedesaan di wilayah Aceh Besar sangat 

rendah, terhitung sebesar 2,08%. 

Penelitian yang dilakukan oleh Adelina (2013) menganalisis 

efektivitas dan kontribusi penerimaan pajak bumi dan bangunan (PBB) 

Kabupaten Gresik terhadap pendapatan daerah, dikatakan bahwa 

efektivitas penerimaan pajak bumi dan bangunan tahun 2007-2011 sangat 

efektif. Dikatakan bahwa tingkat kontribusi pajak bumi dan bangunan 

tahun 2007-2011 sangat kurang. 

 

Sumber: Data Diolah, 2021 

5.63 5.42 
4.62 4.81 4.88 

0

1

2

3

4

5

6

2016 2017 2018 2019 2020 

Tabel Grafik 4.3 
Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan pada BAPENDA 

Kabupaten Sinjai Tahun 2016-2020 

Persentase



93 
 
 

 
 

 

 

 

 

Berdasarkan tabel grafik di atas kontribusi penerimaan pajak bumi 

dan bangunan pada BAPENDA Kabupaten Sinjai mengalami fluktuasi 

selama periode tahun 2016-2020. Yang dimana pada tahun 2016 memiliki 

persentase mencapai 5.63% yang dikategorikan sangat kurang. Namun 

pada tahun 2017 mengalami penurunan yang memiliki persentase 

sebesar 5.42%. Pada tahun 2018 kembali mengalami penurunan yang 

dimana persentasnya sebesar 4.62%. Kemudian pada tahun 2019 

mengalami kenaikan yang memiliki persentase mencapai 4.81%. Dan 

pada tahun 2020 kembali mengalami kenaikan yang memiliki persentase 

mencapai 4.88%.  

Hasil wawancara dengan salah satu pegawai BAPENDA 

Kabupaten Sinjai yaitu Ibu Fatmawati, SS., MM selaku kasubid pelayanan 

PBB-P2 mengatakan “pada tahun 2016-2018 terjadi penurunan pada 

realisasi yang diakibatkan oleh adanya beberapa faktor, yang paling 

umum adalah kurangnya kesadaran masyarakat untuk membayar pajak 

dan kurangnya pehaman mengenai manfaat, seperti istilah pajak, dari, 

oleh, dan untuk rakyat. Faktor lain yaitu kendala dalam penagihan ketika 

terbit objek pajak baru wajib pajak yang bersangkutan tidak berdomisili di 

wilayah Kabupaten Sinjai ada juga sebagian yang sudah terjual namun 

tidak dilaporkan ke pemerintah desa, transaksi jual beli tanah tidak 

dibarengi dengan update data wajib pajak terbarunya selain itu kurangnya 

kordinasi antar developer dengan BAPENDA, harusnya developer ketika 
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transaksi melapor ke BAPENDA, akibatnya banyak objek-objek di 

perumahan itu masih atas nama developer tapi sebenarnya sudah terjual 

akhirnya sulit bagi debt collector untuk menagih karena ketika developer 

ditagih dia juga angkat tangan karena sudah terjual.  

Pada tahun 2019 terjadi kenaikan yang cukup signifikan karena 

adanya kebijakan kenaikan minimal PBB dari yang sebelumnya 5.000 

rupiah menjadi 10.000 rupiah dan BAPENDA melakukan pelayanan 

secara langsung sekaligus melakukan sosialisasi kepada masyarakat 

untuk memberikan pehaman tentang pentingnya membayar pajak dan 

melayani pembayaran, kita juga melayani pemutakhiran jadi masyarakat 

yang mau melaporkan objek pajak barunya atau melaporkan 

pemutakhiran data objeknya melalui kegiatan pelayanan itu memberikan 

kemudahan kepada masyarakat, ketika melakukan jual beli tanah harus 

dibarengi dengan update data dan melapor ke pemerintah desa. Dan 

pada tahun 2020 kembali mengalami penurunan itu diakibatkan karena 

adanya pandemi yang diperkuat dengan Surat Keputusan Bersama 

Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ dan 

Nomor 177/KMK.07/2020 tentang percepatan penyesuaian anggaran 

pendapatan dan belanja daerah tahun 2020 dalam rangka penanganan 

Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), serta pengamanan daya beli 

masyarakat dan perekonomian nasional, yaitu : 

a. Penyesuaian pendapatan transfer ke daerah dan dana desa 

berdasarkan rincian alokasi transfer ke daerah dan dana 
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desa yang ditetapkan dalam peraturan menteri keuangan; 

dan 

b. Penyesuaian pendapatan asli daerah dengan 

memperhitungkan potensi pajak daerah dan retribusi daerah 

di masing-masing provinsi dan kabupaten atau kota serta 

memperhatikan perkiraan asumsi makro, seperti 

pertumbuhan rasio perpajakan daerah, pertumbuhan 

ekonomi, dan tingkat inflasi 2020 yang dapat mempengaruhi 

target pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah 

sebagai akibat dari menurunnya kegiatan perekonomian. 

Kontribusi terhadap PAD bukan hanya bersumber pada pemasukan 

PBB karena masih banyak pajak daerah yang lain serta retribusi maupun 

lain-lain pendapatan yang sah, selain itu pajak bumi dan bangunan 

merupakan bagian terkecil dari kelompok dana perimbangan, oleh karena 

itu kontribusi pajak bumi dan bangunan terhadap pendapatan daerah 

termasuk dalam kategori sangat kurang. Dalam perhitungan yang 

dilakukan dalam penelitian ini mengukapkan bahwa dari data yang ada 

PBB dari tahun ke tahun mengalami perubahan. 

Dalam segi kontribusi PBB mengalami penurunan dan kenaikan, 

hal ini akibat potensi belum tergali dengan baik dan kebijakan yang 

digunakan dalam penetapan target PBB belum dinaikkan karena adanya 

beberapa pertimbangan salah satunya ialah minimnya sumber 

pendapatan masyakat di Kabupaten Sinjai yang notabenenya berprofesi 

sebagi petani dan nelayan. Karena salah satu contohnya ketika dahulu 
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seseorang hanya memiliki tanah kosong dan sekarang sudah ada 

bangunan di atas tanah tersebut yang mengakibatkan pemerintah harus 

segera turun ke lapangan agar dapat menilai kembali dan menggali 

potensi. PBB-P2 menempati urutan kedua dalam hal kontribusi terhadap 

pendapatan pajak daerah, yang menjadi pajak daerah tertinggi di 

Kabupaten Sinjai yaitu pajak penerangan jalan. 

Penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan 

oleh Wardani dan Fadhlia (2017) dimana penelitian tersebut efektivitas 

penerimaan pajak bumi dan bangunan di pedesaan dan perkotaan serta 

pengaruhnya terhadap wilayah Aceh Besar. Kontribusi perpajakan, 

efektivitas pajak bumi dan bangunan dianalisis. Bangunan perkotaan dan 

pedesaan di wilayah Aceh Besar tumbuh 100,10% setiap tahun, 

sedangkan kontribusi pajak tanah dan konstruksi perkotaan dan pedesaan 

di wilayah Aceh Besar sangat rendah, terhitung sebesar 2,08%. 

Penelitian yang dilakukan oleh Adelina (2013) menganalisis 

efektivitas dan kontribusi penerimaan pajak bumi dan bangunan (PBB) 

Kabupaten Gresik terhadap pendapatan daerah, dikatakan bahwa 

efektivitas penerimaan pajak bumi dan bangunan tahun 2007-2011 sangat 

efektif. Dikatakan bahwa tingkat kontribusi pajak bumi dan bangunan 

tahun 2007-2011 sangat kurang, hasil dari penelitian tersebut sejalan 

dengan penelitian yang dilakukan penulis. 
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BAB V  

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Sebagai penutup, berikut ini disajikan kesimpulan atas hasil 

penelitian ini. Beberapa kesimpulan yang dapat ditarik dari hasil analisis 

data terdari dari: 

1. Efektivitas penerimaan pajak bumi dan bangunan pada BAPENDA 

Kabupaten Sinjai mengalami fluktuasi selama periode tahun 2016-

2020. Yang dimana pada tahun 2016 memiliki persentase mencapai 

114.49% yang dikategorikan sangat efektif karena tingkat 

efektivitasnya berada pada tingkat di atas 100%. Namun pada tahun 

selanjutnya mengalami penurunan yaitu pada tahun 2017 yang 

memiliki persentase 109.55% tetapi masih dalam kategori sangat 

efektif karena tingkat efektivitasnya berada pada tingkat di atas 100%. 

Pada tahun 2018 persentasenya tetap atau sama seperti tahun 

sebelumnya yaitu 109.55% yang dikategorikan sangat efektif karena 

tingkat efektivitasnya berada pada tingkat di atas 100%. Kemudian 

pada tahun 2019 kembali mengalami penurunan yang memiliki 

persentase 107.2% tetapi masih dalam kategori sangat efektif karena 

tingkat efektivitasnya berada pada tingkat di atas 100%. Dan pada 

tahun 2020 mengalami penurunan dimana persentasenya sebesar 

103.05% namun masih dalam kategori sangat efektif karena tingkat 

efektivitasnya berada pada tingkat di atas 100%. 
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2. Kontribusi penerimaan pajak bumi dan bangunan pada BAPENDA 

Kabupaten Sinjai mengalami fluktuasi selama periode tahun 2016-

2020. Yang dimana pada tahun 2016 memiliki persentase mencapai 

5.63% yang dikategorikan sangat kurang. Namun pada tahun 2017 

mengalami penurunan yang memiliki persentase sebesar 5.42%. Pada 

tahun 2018 kembali mengalami penurunan yang dimana 

persentasenya sebesar 4.62%. Kemudian pada tahun 2019 mengalami 

kenaikan yang memiliki persentase mencapai 4.81%. Dan pada tahun 

2020 kembali mengalami kenaikan yang memiliki persentase mencapai 

4.88%. 

5.2 Saran  

Berdasarkan hasil penelitian yang telah disimpulkan diatas, maka 

peneliti memberikan saran sebagai berikut: 

1. Sebaiknya BAPENDA Kabupaten Sinjai memberikan pelayanan online 

utntuk pengurusan pajak bumi dan bangunan 

2. Menydiakan kendaraan sebagai sarana mobile untuk melayani 

masyarakat yang berdomisili di daerah terpencil  

3. Kantor BAPENDA Kabupaten Sinjai harus lebih tegas dalam 

penagihan pajak bumi dan bangunan dengan memberikan surat 

penagihan pajak kepada wajib pajak yang sudah lama menunggak 

4. Meningkatkan kerja sama dengan pihak-pihak terkait pemungutan 

pajak bumi dan bangunan.  
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